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MOTTO : KATAKANLAH : “SAYA BERLINDUNG KEPADA TUHAN
YANG MEMILIKI SHUBUH. DARI KEJAHATAN APA
(MAKHLUK) YANG TELAH DICIPTAKAN-NYA. DAN DARI
KEJAHATAN MALAM APABILA TELAH GELAP. DAN DARI
KEJAHATAN WANITA PENGHEMBUS (WANITA TUKANG
SIHIR) PADA IKATAN. DAN DARI KEJAHATAN ORANG-
ORANG DENGKI APABILA IA DENGKI. (Al-qurian,
Terjemahan Surat Al-Falaqg) *)

*) Sumber : Drs.Moh.Zuhri, Tarjamah Juz’amma, Pustaka Amani,
Jakarta, 1979
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RINGKASAN

Santet merupakan fenomena sosial yang sampai saat ini masih
menjadi polemik berkepanjangan, dan kerapkali mengakibatkan
keresahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ilmu santet bagi
sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap sebagai fakta sosial
yang akibatnya dapat dirasakan oleh orang yang terkena. Santet
merupakan ilmu metafisika yang irrasional yang tidak dapat
dijangkau dengan nalar, sementara hukum pidana yang ada saat ini
merupakan produk hukum modern yang basisnya menggunakan
nalar. Memadukan dunia nalar dengan dunia metafisika adalah
sesuatu yang tidak mungkin dan sulit untuk dilakukan.

Perbuatan santet yang tidak di atur dalam sebuah peraturan
perundang-undangan berakibat perbuatan tersebut tidak dapat
dikategorikan ke dalam perbuatan pidana, akibat terbentur azas
nullum delicturm yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang
mensyaratkan suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana
apabila telah diatur dalam sebuah undang-undang terlebih dahulu.
Dampak tidak dapat masuknya perbuatan santet ke dalam perbuatan
pidana telah memunculkan reaksi tindakan main hakim sendiri oleh
masyarakat terhadap orang-orang yang diduga dukun santet, yang
pada tahun 1998 lalu telah mengakibatkan tewasnya ratusan korban
jiwa di daerah Banyuwangi dan Jember.

Skripsi dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pembunuhan
Terhadap Dukun Santet” ini mencoba mengungkap dan menganalisis

permasalahan seputar tindakan main hakim sendiri yang dilakukan

x1i
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masyarakat serta implikasinya terhadap yang melakukannya.
Disamping itu skripsi ini juga mengupas tentang keberadaan santet
itu sendiri serta peluang dan kendalanya apabila nanti dirumuskan
sebagai delik. Sebagai fakta untuk menganalisis rumusan masalah
dalam skripsi ini diambilkan dari salah satu kasus tindak pidana
bermotif santet yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jember
dengan perkara No.9/Pid.B/1999/PN.Jr. Kasus tersebut meng-
hadirkan para terdakwa lksan, Tohari dan Salim karena telah diduga
keras melakukan pembunuhan terhadap Arba’i yang diduga dukun
santet atas bujukan Mu’alim dengan imbalan uang sebesar Rp
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan main hakim sendiri menurut teori yang
dikemukakan Hamid (1986 : 23), secara tidak tertulis masih
diperbolehkan apabila peraturan yang ada ternyata tidak cukup
memberikan perlindungan pada masyarakat. Namun pada azasnya
perbuatan main hakim sendiri menurut kacamata hukum tetap tidak
dapat dibenarkan walaupun dengan alasan apapun. Sejak adanya
perjanjian masyarakat (teori Yean Yeques Rossean) setiap perbuatan
yang merugikan masyarakat penanganannya telah diwakili oleh
negara, sehingga masyarakat sudah tidak diperbolehkan lagi
melakukan tindakan-tindakan sendiri yang bersifat sepihak.
Disamping itu perbuatan main hakim sendiri pada dasarnya juga
bertentangan dengan azas praduga tak bersalah (presumtion of
Innoncence) yang tertuang dalam pasal 9 ayat (1) UU No.14/1970 dan
KUHAP.

X1l
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Dampak bagi orang yang melakukan tindakan main hakim
sendiri, sebagaimana yang terjadi pada kasus lksan, Tohari dan
Salim telah mengakibatkan mereka diancam dengan pidana penjara
sebagai konsekuensi terbunuhnya Arba’i. Para terdakwa didakwa
dengan pasal 338 tentang pembunuhan biasa di-junctokan dengan
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dilakukan lebih dari satu orang.

Dimasukkannya perbuatan santet ke dalam pasal 223 RUU
KUHP (baru) dengan mengkriteriakan delik santet sebagai delik formil
merupakan sebuah solusi guna mengatasi permasalahan santet yang
selama ini mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Dengan delik
formil maka pembuktiannya sudah tidak memerlukan suatu akibat
dari perbuatan tersebut dan penjeratannya cukup hanya dengan
pengakuan dari orang tersebut bahwa ia memiliki ilmu santet.

Diterapkannya pasal 223 RUU KUHP (baru) diharapkan agar
dukun santet tidak akan berani lagi menawarkan jasanya untuk
menyantet orang karena keberadaan pasal tersebut. Secara umum
pasal 223 RUU KUHP ini juga ditujukan untuk mengeleminir
tindakan main hakim sendiri dengan motif santet yang sering terjadi

selama ini.

Xiil
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan santet di Indonesia merupakan fenomena sosial
yang masih menimbulkan polemik berkepanjangan. Masyarakat
menganggap santet sebagai suatu kejahatan “keji” yang seringkali
menimbulkan keresahan sosial (social unrest)) namun menjadi
dilematis karena sampai saat ini masih belum ada hukum positif
yang mengatur tentang santet sebagai jaminan kepastian hukum
dalam masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Atmasasmita (1992:77) terhadap
beberapa dukun santet, menyimpulkan bahwa santet atau tenung
memang merupakan fakta sosial, jadi tidak semata-mata pemikiran
subyektif yang egoistis dari masyarakat. Hanya saja ilmu santet tidak
dapat dibuktikan secara ilmiah dan empirik, sebab ilmu santet
memang merupakan ilmu metafisika yang irrasional. Namun akibat
dari ilmu tersebut tetap nyata dan dapat dirasakan secara fisik,
bahkan telah menimbulkan banyak korban dikalangan masyarakat.
Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab utama semakin kuatnya
kepercayaan masyarakat terhadap santet.

Perbuatan santet dapat mengakibatkan rasa sakit pada orang
lain atau dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan;
bahkan dapat mengakibatkan matinya orang lain. [lmu santet dalam
cara kerjanya sangat variatif namun memiliki satu tujuan yang sama

yaitu menganiaya maupun membunuh korban.
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Implikasi kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet dalam
perkembangannya dapat diketahui telah mengakibatkan korban jiwa
yang sangat banyak akibat tindakan main hakim sendiri
(eigenrechting) yang dilakukan oleh masyarakat. Peristiwa yang
terjadi pada tahun 1998, merupakan sebuah contoh signifikan yang
patut dijadikan catatan penting bagi para pakar dan aparat dalam
upaya penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia.

Delik santet pada dasarnya telah dirumuskan di dalam RUU
KUHP (baru). Delik santet dikriteriakan sebagai delik formil yang
dalam menjerat pelaku cukup dengan pernyataan dari tersangka
bahwa ia dapat melakukan perbuatan santet, maka ia sudah dapat
dipidana. Perumusan ini dimaksudkan untuk mengeliminir
terjadinya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh
masyarakat terhadap dukun santet selama ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik
untuk membahas tentang perbuatan main hakim sendiri terhadap
dukun santet yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan judul
“Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Orang Yang Diduga

Dukun Santet”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar
belakang di atas, maka penulis mencoba memformulasikannya dalam
beberapa kerangka permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah dukun santet dapat dikategorikan sebagai pelaku delik ?
2. Apakah perbuatan main hakim sendiri pada terjadinya
pembunuhan dukun santet dapat dibenarkan oleh hukum ?
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3.Sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan pada pelaku

pembunuhan dukun santet ?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini didasarkan pada kerangka

permasalahan di atas yang meliputi tiga tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dapat menjadikan dukun
santet sebagai pelaku delik.

2. Untuk mengetahui perbuatan main hakim sendiri pada terjadinya
pembunuhan dukun santet dipandang dari sudut hukum.

3. Untuk mengetahui sanksi-sanksi pidana yang dapat dijatuhkan
kepada pelaku perbuatan main hakim sendiri pada pembunuhan

dukun santet.

1.4 Metode Penulisan
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah
a. Pendekatan Yuridis Normatif
yaitu pendekatan dari sudut formal melalui studi literatur,
atau bahan bacaan lain yang mendukung terkumpulnya data
serta berdasar pada Undang-Undang yang berlaku.
b. Pendekatan Yuridis Sosiologis
yaitu mencari dan mengumpulkan data dari lapangan
melalui interview dengan pihak pihak yang memahami
permasalahan tindak pidana pembunuhan terhadap orang

yang diduga dukun santet.

1.4.2 Sumber Data

Sumber-sumber data yang dipergunakan didalam penulisan
skripsi ini adalah sebagai berikut :
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a. Data Primer
yaitu data yang diperoleh di lapangan secara langsung dari para
nara sumber yang berkaitan langsung dengan kasus santet
terutama yang ‘erjadi di Kabupaten Jember, berupa hasil

konsultasi dan informasi.

b. Data Sekunder
yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari dan memahami
berbagai literatur, peraturan-peraturan, perundang-undangan

maupun pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan

pokok pembahasan.

1.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data berasal dari data primer yang didapatkan melalui
wawancara, konsultasi dan informasi lain, kemudian dilengkapi
dengan data sekunder yang merupakan landasan teori. Hasil yang
diperoleh disusun secara sistematis, kemudian diolah dan dijabarkan

dalam bentuk skripsi (Rony H Soemitro, 1983 : 71).

1.4.4 Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran
singkat suatu permasalahan yang tidak berdasarkan atas angka
bilangan statistik, tetapi didasarkan atas peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah
yang dibahas (Rony H Soemitro, 1983 : 72).

Data yang dihasilkan bersifat deskriptif, maksudnya data ini
diperoleh dari lapangan dan nara sumber baik lisan maupun tertulis.

Data yang terkumpul kemudian dipelajari, diteliti dan dijabarkan
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dengan cara menggambarkan sifat karakter obyek penelitian. Dari
permasalahan yang timbul selanjutnya dianalisis berdasarkan teori
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditarik
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan
kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju
pembahasan yang bersifat khusus sehingga diperoleh kebenaran

yang valid (Rony H Soemitro, 1983 : 72).
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pembunuhan terhadap dukun santet kembali marak pada
tahun 1998, terutama yang terjadi di daerah Banyuwangi dan
Jember. Laporan Tim Investigasi Pencari Fakta (TPF) KOMPAK
(Koordinasi Masyarakat Pencari Kebenaran) dalam kasus pelanggaran
HAM di Jawa Timur, menurut data KOMPAK tersebut di Banyuwangi
telah terjadi kasus 167 kali, dengan korban tewas 133 orang (128
orang dibunuh dan 5 orang bunuh diri). Korban hidup 34 orang (10
orang luka parah dan 24 orang luka ringan), korban dibunuh 4 orang
perempuan, 124 orang laki-laki (Suara Hidayatullah, November
1998). Pada kasus pembunuhan tersebut korban terbanyak berada di
Kecamatan Rogojampi, 31 korban. Sedangkan di Kecamatan
Singorujuh dan Kecamatan Kabat masing-masing 17 dan 20 korban
(Kompas, 12 Oktober 1998).

Kapolres Banyuwangi menyatakan bahwa sampai awal bulan
Oktober 1998, tersangka yang telah ditangkap karena diduga keras
terlibat dalam pembunuhan dukun santet, sudah 83 tersangka, dan
kemungkinan akan terus berkembang karena penyelidikan dan
penyidikan masih terus berlanjut (Kompas, 12 Oktober 1998).

Penangkapan-penangkapan juga dilakukan oleh aparat
kepolisian di Kabupaten Jember. Beberapa penangkapan tersebut
salah satunya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jember,

dibawah register perkara pidana No.279/Pid.B/1999/PN.Jr dengan
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Para Terdakwa, lksan, Tohari, dan Salim yang diduga keras telah
membunuh Arba’i.

Kronologis pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu,
tanggal 26 September 1998, sekitar pukul 13.00 WIB, disebuah
warung yang terletak di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah,
Kabupaten Jember, Tohari bertemu dengan Mu’alim. Mu’alim
memberikan informasi kepada Tohari bahwa Arba’i adalah tukang
santet. Menurut Mu’alim, apabila Tohari mau membunuh Arba’i,
salah satu warga Desa Kertonegoro yang tidak diketahui namanya,
bersedia untuk memberikan imbalannya sebesar Rp 1.200.000,00,.

Pada tanggal 27 September 1998, sekitar pukul 16.30 WIB,
Tohari mendatangi rumah Iksan dan mengajaknya kerumah Mu’alim.
Dan pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 WIB, Tohari, Iksan, Salim
dan Sumar (belum tertangkap) berkumpul dirumah Mu’alim dan
mengadakan perundingan untuk merencanakan pembunuhan
terhadap korban Arba’i. Kemudian mereka berangkat kerumah
korban Arba’i. Tksan, Tohari dan Sumar masing-masing membawa
sebuah pentungan besi, dan Salim membawa sebilah celurit.
Setibanya di rumah Arba’i, Salim masuk kerumah Arba'i dengan
berpura-pura bertamu dan meminta do’a untuk dagang tembakau.
Salim diterima baik oleh Arba’i dan dipersilahkan duduk di ruang
tamu bersama Arba’i. Berikutnya lksan yang berada diluar rumah
ikut masuk keruang tamu. Tiba-tiba Tohari juga ikut masuk dan
langsung memukul kepala Arba’i sebanyak dua kali dan diikuti oleh

Sumar yang ikut masuk dan memukul kepala korban dengan

pentungan besi yang dibawanya. Berikutnya lksan ikut memukul
kepala korban dan diikuti oleh Salim dengan memukulkan punggung
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celurit sebanyak satu kali sehingga Arba’i jatuh tertelungkup
bersimbah darah segar.

Akibat dari pukulan-pukulan mereka (para terdakwa), korban
Arba’i meninggal dunia pada saat itu atau tidak lama kemudian
sesuai dengan wvisum et repertumn No.VER/100/436.32.26/1998
tanggal 29 September 1998, yang dibuat oleh dr. Dudung Ari Rusli,
dokter di Puskesmas Kemuning Kidul, Kecamatan Jenggawah,
Kabupaten Jember. Setelah membunuh Arba’i, para terdakwa
kemudian bersiap-siap meninggalkan rumah tersebut, namun
diketahui oleh saksi Seneti (istri Arba’i). Tetapi Salim segera
mengacungkan celurit dan mengancam saksi agar jangan berteriak.
Selanjutnya mereka meninggalkan rumah tersebut.

Pada hari Senin berikutnya, tanggal 28 September 1998 sekitar
pukul 10.00 WIB, Iksan bersama Tohari berangkat menuju kerumah
Mu’alim. Dan oleh Mu’alim mereka diberi uang tunai sebanyak Rp
1.200.000,00 sebagaimana perjanjian semula. Rp 200.000,00 diambil
sendiri oleh Mualim. Iksan memperoleh bagian Rp 100.000,00 dan
Sumar sebesar Rp 150.000,00. Sisanya sebanyak Rp 750.000,00
dibawa oleh Tohari.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan
dakwaan Kesatu Primair pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
Kesatu Subsidair pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan
Kedua pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951.
Fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, antara lain
berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa dan
petunjuk serta barang bukti berupa sebilah celurit dan dua buah
tongkat besi. Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Jaksa
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Penuntut Umum ternyata tidak dapat membuktikan dakwaan Kesatu
Primairnya yaitu pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena
tidak dapat menghadapkan saksi Mu’alim yang belum tertangkap,
padahal Mu’alim merupakan saksi kunci yang bertugas menyuruh
terdakwa melakukan pembunuhan dengan imbalan uang.

Dakwaan Kesatu Subsidair pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktiannya mendasarkan
pada keterangan saksi Seneti (isteri korban) yang menyatakan
sebelum korban Ar’bai dibunuh, saksi Seneti kedatangan seseorang
yang bertamu kepada korban Arba’i. Tamu tersebut kemudian
diketahui ternyata bernama lksan (terdakwa I) yang ditunjuk saksi
Seneti dalam persidangan. Ketika saksi Seneti sedang membuatkan
teh didapur terdengar suara krompyang yang cukup keras, dan
ketika dilihat ke ruang tamu, korban Arba’i telah jatuh tertelungkup
bersimbah darah dan para terdakwa saat itu berada didekat korban.
Saksi penyidik (Seger Waras dan Irianto) juga mendengar sendiri atas
pengakuan para terdakwa yang telah membunuh Arba’i dengan
sebilah celurit dan dua buah pentungan besi.

Jaksa Penuntut Umum kemudian menghubungkan keterangan
para saksi tersebut dengan hasil wvisum et repertum yang
menyimpulkan bahwa kematian korban disebabkan kerusakan
jaringan otak luas akibat kekerasan benda tumpul. Jaksa Penuntut
Umum juga menghubungkannya dengan BAP yang pada pokoknya
juga menerangkan bahwa benar para terdakwa mengaku telah
membunuh Arba’i, dan isi dari BAP tersebut telah dibenarkan oleh
para terdakwa.
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Dari alat bukti petunjuk, keterangan saksi, alat bukti surat
yang terungkap selama persiciangan, Jaksa Penuntut Umum
selanjutnya berkeyakinan bahwa. kesalahan para terdakx?‘;a telah
terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu telah melakukan tindak
pidana secara bersalﬁa-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa
orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 338 jo. pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua didasarkan pada keterangan saksi Seneti
(isteri korban) yang melihat para terdakwa membawa sebilah celurit
dan dua buah pentungan besi dirumahnya. Alat bukti tersebut
kemudian disita oleh petugas Polisi dengan Surat Perintah Pényitaan
No.Pol : SPRINTA/258/ 1X/1998 tanggal 28 September 1998 dari
tangan para terdakwa, yaitu satu buah pentungan besi dari Iksan
(terdakwa [), satu buah pentungan besi dari Tohari (terdakwa II) dan
sebilah celurit dari Salim al. P.Us (terdakwa III). Sehingga Jaksa
Penuntut Umum berkeyakinan bahwa para terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan yaitu telah membawa senjata berupa sebilah
celurit dan dua buah pentungan besi tanpa dilindungi oleh surat ijin
dari yang berwajib, melanggar pasal 2 (1) UU Darurat No.12/1951.

Dari pembuktian yang telah dilakukan tersebut, Jaksa
Penuntut Umum kemudian menuntut Para terdakwa (Tohari, Iksan
dan Salim) masing-masing 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pidana
penjara potong tahanan dan tetap ditahan didalam Rutan.

Pembela terdakwa menyatakan bahwa sikap saksi Seneti yang
telah menunjuk Iksan (terdakwa I) sebagai orang yang pertama kali
bertamu kerumahnya sebelum suaminya terbunuh, tidak dapat

dipercaya kebenarannya, karena ternyata bertentangan -dengan
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keterangan saksi sendiri dimuka penyidik, yang menerangkan bahwa
saksi tidak mengenal pelakunya dan tidak tahu siapa pembunuhnya.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah menguraikan
pelakunya sebanyak 4 (empat) orang ditambah dengan Sumar (belum
tertangkap) ternyata telah terbantah sendiri oleh saksi Seneti yang
menyatakan dalam persidangan bahwa pelaku yang ia lihat hanya 3
orang saja.

Dari keseluruhan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan
ternyata hanya saksi Seneti saja yang mengetahui tentang keadaan
dan kejadian menjelang terjadi dan sesudah terjadinya pemukulan
yang menyebabkan kematian korban. Dan berdasarkan pasal 185 (2)
KUHP maka keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan.

Pembela terdakwa berkesimpulan bahwa dari barang bukti dan
saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa sebilah
celurit dan dua buah pentungan besi serta para saksi (saksi isteri
korban dan saksi penyidik), ternyata tidak ada yang dapat
membuktikan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan yang
telah dirumuskan dalam dakwaan kesatu subsidairnya. Dengan
demikian Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan
dakwaan kesatu baik yang primair maupun subsidair, dan oleh
karenanya Penasehat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim
untuk dapatnya para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu
primair maupun subsidair.

Pembelaan terdakwa terhadap Dakwaan Kedua yang didakwa
pasal 2 (1) UU No.12/1951, menyatakan bahwa selama pemeriksaan
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perkara ternyata tidak terdapat satu alat buktipun yang diajukan
Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan bahwa para
terdakwa telah menyimpan, mempergunakan dan memiliki barang
bukti dalam perkara ini, dan juga tidak terdapat satu alat buktipun
tentang kapan dan dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh
para terdakwa. Dan oleh karenanya perbuatan yang didakwaan atas
diri terdakwa dalam dakwaan kedua, adalah tidak berhasil
dibuktikan oleh penasehat hukum sehingga penasehat hukum
terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan
terdakwa dari dakwaan pasal 2 (1) UU No.12/1951.

Majelis Hakim dalam putusannya No.09/Pid.B/1999/PN.Jr
memutuskan, menyatakan para terdakwa tidak terbukti dengan sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair dan membebaskan para
terdakwa dari dakwaan kesatu primair.

Menyatakan para terdakwa terbukti dengan sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tersebut dalam
dakwaan kesatu subsidair yaitu pembunuhan yang dilakukan secara
bersama-sama.

Menyatakan terdakwa I (Iksan) dan terdakwa II (Tohari) tidak
terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang tersebut dalam dakwaan Kedua dan membebaskannya
dari dakwaan kedua tersebut. Menyatakan terdakwa III (Salim)
terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana yang tersebut dalam dakwaan Kedua.

Majelis Hakim selanjutnya memutuskan untuk menjatuhkan

pidana kepada para terdakwa masing-masing 3 (tiga) tahun penjara.
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Uraian fakta di atas merupakan salah satu fenomena yang
terjadi di dalam banyak kasus pembunuhan terhadap dukun santet
di Jember dan Banyuwangi pada tahun 1998 lalu. Untuk itu penulis
memandang perlu mengangkat kasus tersebut, sebagai pijakan
penulis dalam upaya menganalisis beberapa kerangka permasalahan
dalam skripsi ini.

2.2 Dasar Hukum

Di dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan beberapa dasar

hukum sebagai landasan pembahasan dari permasalahan-

permasalahan yang ada. Beberapa dasar hukum tersebut, penulis

membaginya kedalam 3 (tiga) dasar hukum, antara lain :

a. Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana

Kata penyertaan ini mengandung arti turut sertanya seorang
atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.
Penyertaan tersebut diatur didalam pasal 55 dan 56 KUHP. Namun
sesuai dengan fakta dalam skripsi ini, maka yang dijadikan sebagai
dasar hukum dalam pembahasan nantinya adalah pasal 55 KUHP,
yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
yang turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu,
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan
kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan
orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan
sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

b. Pembunuhan Biasa (doodslag)
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Tentang pembunuhan, dalam KUHP diatur di buku II, yaitu
dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa pasal 338.

Untuk pembunuhan biasa diatur dalam pasal 338 ‘-KUHP yang
berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.”

c. Pembunuhan Berencana (Moord)
Pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang
rumusan pasalnya berbunyi sebagai berikut :

“‘Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan
dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau
selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
2.3 Landasan Teori
2.3.1Pengertian Azas Nullum Delictum Nulla Poena Sine

Preaevia Lege Poenali

Azas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Preaevia Lege Poenall,
(Nullum Delictum) yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika
ketentuan pidana dalam undang-undang tidak mengaturnya terlebih
dahulu (Soesilo, 1984; 41). Azas ini secara tersurat dijabarkan
didalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :
“Tiada suatu perbuatan boleh dipidana melainkan atas kekuatan
ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada lebih dahulu
daripada perbuatan itu”.

Azas Nullum Delictum merupakan azas hukum pidana modern,

pengertiannya adalah bahwa ketentuan-ketentuan pidana harus
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ditetapkan dalam Undang-Undang yang sah, yang berarti bahwa
larangan-larangan yang hanya mendasarkan pada adat saja tidak
berlaku untuk mempidana orang. Ketentuan azas tersebut menuntut
pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat
dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum
ketentuan pidana tentang perbuatan itu diadakan terlebih dahulu
dalam undang-undang yang sah. Oleh karena itu pada umumnya
undang-undang tidak dapat berlaku surut.

Pendapat Utrecht (1965 : 194), dikemukakan beberapa
keberatan terhadap azas Nullum Delictum ini. Pertama-tama
bahwa Nullum Delictum ini kurang melindungi kepentingan-
kepentingan kolektif. Akibat dari azas Nullum Delictum itu,
pada akhirnya hal yang dapat dipidana hanya mereka yang
melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut secara
tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum saja. Jadi,
ada kemungkinan seseorang yang melakukan suatu perbuatan
yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak
disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban
umum, tidak dipidana. Azas Nullum Delictum itu menjadi
suatu halangan bagi hukum pidana dalam mempidana

seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang biarpun
tidak strafbaar masih juga strafwardig.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa azas Nullum
Delictum itu dilahirkan pada suatu jaman yang mengenal puncak
perkembangan anggapan individualistis terhadap hukum dan pidana,
yaitu dilahirkan pada jaman aufklarung (pencerahan). Asas Nullum
Delictum itu memberi jaminan penuh bagi kemerdekaan pribadi
individu, namun sebaliknya azas tersebut menjadi hambatan dalam
penindakan hukum terhadap kasus tindak pidana yang merugikan
kepentingan kolektif (masyarakat).

2.3.2 Pengertian Santet
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Kepercayaan tentang santet sesungguhnya berada dalam
lingkungan tema kepercayaan tentang magi. Hingga kini, masyarakat
dunia percaya adanya magi, karena kehidupan religi yang masih kuat
dimana-mana. Magr adalah suatu keyakinan yang kompleks tentang
adanya kekuatan supranatural dalam alam yang dapat dikendalikan
oleh manusia (sakti) untuk mencapai tujuan tertentu (Nyoman N

Sujana, Surya, 1 September 1993).

Kepercayaan teluh (santet) sesungguhnya merupakan
fenomena sosial yang telah berkembang seusia bangsa ini,
namun masih membudaya dikalangan masyarakat tertentu di
Indonesia sampai saat ini. Tidak jarang ditemukan adanya
korban-korban teraniaya, cacat, atau mati sebagai akibat dari
perbuatan teluh dimaksud (Atmasasmita, 1992 : 73).

Dari hasil wawancara dengan beberapa tukang teluh
(Atmasasmita 1992 : 76), lebih lanjut dikemukakan, dapat
diketahui bahwa teluh sudah merupakan fakta sosial. Hal ini
dapat diartikan bahwa teluh memang telah berkembang dan
hidup dikalangan masyarakat tertentu dibeberapa daerah di
Indonesia. Sekalipun terdapat perbedaan penamaan terhadap
masalah ini, namun pada hakekatnya pekerjaan teluh
mempunyai motivasi dan tujuan tertentu.

Mengenai cara kerja santet, menurut Permadi dan Lukman
Handoyo (Intisari, Oktober 1993 : 15), cara kerjanya lebih banyak
menggunakan prinsip hukum dematerialisasi dan materialisasi, yaitu
proses perubahan materi menjadi energi (non materi) dan energi
kembali menjadi materi. Materi atau benda apapun, seperti paku,
jarum, pecahan kaca, ijjuk atau rambut yang biasa dipakai untuk
menyantet orang tidak bisa masuk kedalam tubuh seseorang tanpa
melukai terlebih dahulu. Untuk itu maka materi/benda yang akan
dimasukkan kedalam tubuh tersebut harus diubah dulu menjadi non

materi dengan bantuan kekuatan supranatural yang dimiliki si
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dukun. Kekuatan supranatural tersebut dapat berupa tenaga dalam,
kekuatan batin, atau kemampuan untuk meminta bantuan makhluk
halus.

Berdasarkan karakteristik pekerjaan teluh (santet) dapat
disimpulkan bahwa semua tujuan penggunaan teluh pada dasarnya
mempunyai tujuan yang sama yaitu menganiaya korban sampai mati,
dengan menggunakan kekuatan supranatural yang dimiliki oleh si
dukun, dan kekuatan supranatural ini tidak bisa dijangkau oleh

nalar manusia.

2.3.3 Pengertian Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan

Berencana

Pembunuhan  biasa adalah suatu perbuatan yang
mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu
disengaja, termasuk dalam niatnya. Tindak pidana pembunuhan ini
dinamakan delik materiil yaitu kejahatan baru dianggap selesai
apabila akibatnya telah terjadi, tidak merumuskan cara-cara
pembunuhan itu dilakukan. Apabila matinya korban bukan karena
niat dari si pembunuh, berarti pembunuhan dimaksud bukan
merupakan pembunuhan biasa (doodslag/, melainkan masuk
kedalam pasal lair. sesuai dengan alasan-alasan dari terjadi
hilangnya nyawa tersebut. Pasal-pasal itu antara lain pasal 359
KUHP tentang delik culpa yaitu karena kelalaiannya telah
menyebabkan matinya orang lain; pasal 351 ayat (3) tentang
penganiayaan biasa yang berakibat matinya orang lain; pasal 353
ayat (3) tentang penganiayaan biasa dengan direncanakan terlebih
dahulu dan berakibat matinya orang lain; pasal 354 ayat (2) tentang
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penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang
mengakibatkan matinya orang lain.

Syarat-syarat pembunuhan biasa adalah perbuatan dilakukan
secara sengaja, dan dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk
membunuh, dan tidak dipikirkan lebih panjang. Misalnya A
sekonyong-konyong datang dirumah melihat isterinya sedang
berzinah dengan B. Karena panas hati, timbul maksudnya untuk
membunuh isteri dan B tersebut, yang seketika itu juga maksud itu
dilaksanakan.

Pengertian pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal
340 KUHP, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja
dan dengan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan
nyawa orang lain. Berencana artinya dengan direncanakan terlebih
dahulu, terjemahan dari bahasa asing met voorbedachten rade,
antara timbulnya, maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya
masih ada tempo bagi pelaku dengan tenang memikirkan dengan
cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan.

Tempo yang dimaksud di atas tidak boleh terlalu sempit, akan
tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting adalah
bahwa dalam tempo itu pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-
pikir, yang sebenarnya ia masih memiliki kesempatan untuk
membatalkan niatnya membunuh itu, namun kesempatan itu tidak
digunakan. Misalnya yang sering terjadi pada pembunuhan yang
dilakukan dengan meracun korban, dimana harus banyak tempo
yang digunakan dalam persiapannya. Dan hampir semua kasus
pembunuhan dengan cara meracun korban tersebut telah dijerat

dengan pasal pembunuhan berencana dalam KUHP.
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2.3.4 Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)
Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan

yang dilakukan oleh seorang ataupun lebih terhadap orang lain

dengan menghakimi sendiri orang tersebut tanpa melalui prosedur

dan aturan hukum yang berlaku.

Ada 3 (tiga) pendapat mengenai tindakan main hakim sendiri
yang diutarakan Hamid (1986 : 23), yaitu :

1. Terlarang sama sekali
dengan alasan karena hukum acara telah menyediakan upaya-
upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak
melalui pengadilan, maka tindakan-tindakan diluar upaya-
upaya tersebut, yang dapat dianggap sebagai tindakan main
hakim sendiri dilarang.

2. Terlarang apabila merupakan perbuatan melawan hukum
terlarang bila melakukan perbuatan melawan hukum, pada
hakekatnya disinipun tindakan menghakimi sendiri tetap tidak
dapat dibenarkan, karena apabila dilakukan ada akibat
hukumnya yaitu dianggap telah melakukan perbuatan
melawan hukum, sehingga terikat membayar ganti kerugian.

3. Diperbolehkan apabila peraturan yang ada tidak cukup

memberikan perlindungan.
Pada dasarnya atau pada asasnya tindakan menghakimi
sendiri tidak dibenarkan, akan tetapi apabila peraturan yang
ada tidak cukup memberikan perlindungan, maka tindakan
menghakimi sendiri itu secara tidak tertulis dibenarkan.
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Perbuatan Santet Sebagai Ius Constituendum

Santet merupakan fenomena sosial yang sampai saat ini masih
menimbulkan polemik berkepanjangan. Satu sisi kepercayaan
masyarakat terhadap ilmu santet masih sangat kuat dimana santet
dianggap sebagai satu kejahatan “keji” yang seringkali menimbulkan
keresahan sosial (social unrest). Sisi lain bahwa sampai saat ini masih
belum ada hukum positif yang mengatur tentang permasalahan
santet tersebut.

Apabila dilihat dari azas Nullum delictum nulla poena sine
preaevia lege poenali (nullum delictum) yang dianut oleh Indonesia,
maka perbuatan santet tersebut tidak dapat dikatakan sebagai
tindak pidana walaupun perbuatan santet tersebut merupakan fakta
sosial. Hal ini sesuai dengan azas nullum delictum yang tersurat di
dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan
boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam
undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa selama permasalahan
santet masih belum diatur didalam undang-undang, maka santet
belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Utrecht (Soesilo, 1982 : 43) pada dasarnya keberatan dengan
azas nullum delictum, sebab pengaruhnya akan mengurangi
perlindungan hukum bagi masyarakat. Azas nullum delictum itu
menjadi suatu halangan bagi hukum pidana untuk mempidana
seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang biarpun tidak

strafbaar masih juga strafwaardig.

20


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

21

Beberapa masyarakat Indonesia menganggap bahwa perbuatan
santet merupakan perbuatan melawan hukum karena sifatnya yang
mencelakakan orang lain. Namun untuk memastikan apakah
perbuatan santet merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak,
menurut Moeljatno (1987 : 36) ada 2 (dua) pendirian yang
berkembang di Indonesia selama ini, yaitu pendirian formil dan
materiil.

Sudut pandang formil hanya menganggap suatu perbuatan
sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut
memang telah nyata-nyata melanggar dari undang-undang yang ada
(hukum positif). Hal ini berbeda dengan sudut pandang materiil yang
tidak mengklasifikasikan suatu perbuatan melawan hukum hanya
dengan melanggar undang-undang saja, namun sudut pandang
materiil juga mengklasifikasikan perbuatan melawan hukum apabila
perbuatan itu juga telah bertentangan dengan norma-norma yang
berlaku dalam masyarakat (hukum tidak tertulis). Hanya saja sudut
pandang materiil juga mewajibkan bagi yang dirugikan untuk
membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut secara
mutlak, sedangkan sudut pandang formil tidak mewajibkannya.

Perbuatan santet apabila dipandang dari sudut materiil
merupakan perbuatan melawan hukum karena akibatnya yang dapat
merugikan masyarakat dengan sifatnya yang mencelakakan orang
lain. Karena sifatnya yang mencelakakan tersebut maka perbuatan
santet telah lama sekali dicela oleh norma-norma masyarakat selama
ini, baik norma agama maupun norma susila, dan di Indonesia
norma-norma tersebut merupakan hukum tidak tertulis yang sampai
saat ini masih hidup dinamis, dianut dan dipatuhi oleh sebagian

besar masyarakat Indonesia.
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Sifat mencelakakan orang lain dari perbuatan santet, pada
dasarnya telah menunjukkan adanya sifat melawan hukum dari
perbuatan tersebut. Disamping itu perbuatan santet juga
bertentangan dengan norma agama Islam, sehingga secara implikatif
perbuatan santet harus diancam dengan pidana pula.

Diterapkannya azas nullum delictum di Indonesia telah
berakibat tidak dapat dimasukkannya perbuatan santet sebagai
delik, walaupun secara materiil perbuatan tersebut merupakan
perbuatan melawan hukum. Sementara masyarakat tetap
menganggap bahwa perbuatan santet tersebut sebagai perbuatan keji
yang kejahatannya dapat dirasakan secara nyata. Atmasasmita (1992
: 77) dalam penelitiannya juga telah menyimpulkan bahwa santet
merupakan fakta sosial yang ada di masyarakat.

Menghadapi permasalahan tersebut di atas, Soesilo (1984 : 44)
mencoba menawarkan solusi terhadap cara penerapan azas nullum
delictum agar nantinya tidak sampai merugikan Kkepentingan
masyarakat banyak, yaitu untuk delict-delict yang dilakukan
bersangkutan dengan kepentingan masyarakat umum, azas nullum
delictum harus ditinggalkan, namun untuk persoalan-persoalan
individu (perorangan) azas itu masih dapat dipertahankan.

Alternatif penyelesaian masalah seperti yang ditawarkan
Soesilo tersebut pada dasarnya masih mempunyai beberapa kendala
yuridis apabila diterapkan terhadap permasalahan santet, karena
akan mengalami kesulitan dalam proses pembuktiannya. Hal ini
disebabkan karena karakteristik dan cara kerja santet yang ada

adalah dengan menggunakan ilmu metafisika yang tidak bisa dikaji
dan dibuktikan secara ilmiah dan empirik. Padahal hukum pidana

yang ada pada saat ini hanya bersumber dari dunia nalar. Sedangkan
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santet, sihir, ataupun tenung dan magic, merupakan dunia mistik.
Memadukan dunia nalar dengan mistik sangat tidak mungkin
dilakukan, walaupun kedua dunia itu oleh suatu golongan tertentu di
Indonesia dipadukan seperti pada aliran-aliran kebatinan.

Dari beberapa polemik di atas, dapat diketahui bahwa dalam
menjerat perbuatan santet masih sangat sukar dilakukan dengan
mendasarkan pada hukum pidana yang ada saat ini. Perbuatan
santet pada dasarnya telah diupayakan penyelesaiannya dengan
memasukkan perbuatan santet kedalam salah satu rumusan RUU
KUHP (baru) yaitu pasal 223 yang berbunyi :

(1) Barangsiapa dengan mengaku mempunyai kekuatan magis,
memberitahukan atau menimbulkan harapan kepada orang
lain bahwa oleh karena perbuatannya dapat ditimbulkan
kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang,
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun
atau denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari
keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai
mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat
ditambah sepertiga.

Kemudian didalam Penjelasan resmi atas ketentuan tersebut

disebutkan :

Pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat
yang ditimbulkan oleh praktek-praktek black magic, yang
secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya.
Pencegahan secara dini yang juga terkandung didalamnya
dimaksudkan pula untuk mengakhiri praktek-praktek main
hakim sendiri dilakukan oleh warga masyarakat yang dituduh
sebagai dukun teluh.

Mencermati isi dari pasal 223 RUU KUHP di atas dapat
disimpulkan bahwa delik santet telah diklasifikasikan ke dalam delik

formil yang dalam pembuktiannya tidak memerlukan suatu akibat
dari perbuatan tersebut. Menurut Arifin (1999 : 24) orang yang akan
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terkena delik formil tersebut adalah orang yang menyajikan cara atau
benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau
keinginan si konsumen, misalnya : si pemesan berkeinginan untuk
melumpuhkan lawannya, membunuh, mengawini, naik pangkat,
keselamatan dari santet, dan keinginan-keinginan lain yang tidak
dapat diperoleh dengan cara wajar. Orang yang menjanjikan itu
dapat diklasifikasikan sebagai penipu atau pembohong dengan delik
formil. Yang dibuktikan bukan akibat dari perbuatan tersebut,
melainkan unsur-unsur delik itu yang dipenuhkan dalam rumusan
penuntutan yakni ke dalam delik ketertiban umum dalam arti formil.

Secara mendasar dimasukkannya perbuatan santet ke dalam
RUU KUHP (baru) dimaksudkan untuk mengeliminir terjadinya
tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat
terhadap dukun santet seperti yang sering terjadi selama ini. Dengan
demikian potensi konflik dalam kehidupan masyarakat akibat
kepercayaan terhadap santet nantinya dapat terminimalisir dengan
dimasukkannya perbuatan santet kedalam kategori delik didalam
KUHP yang baru.

Walaupun masih terjadi perdebatan dikalangan pakar, namun
patut diakui bahwa hukum positif di Indonesia ternyata masih
mampu dan berani menjawab dan mengikuti perkembangan sosial
yang terjadi di Indonesia. Pendapat beberapa pakar hukum pidana
yang keberatan terhadap delik santet yang dimasukkan ke dalam
salah satu rumusan pasal RUU-KUHP, yang menganggap sebagai
suatu kemunduran bangsa Indonesia dalam hukum modern,
menurut hemat penulis sebaiknya tidak perlu untuk dipolemikkan.
Sebab hukum yang berlaku akan selalu mengikuti perkembangan

sosial (masyarakat) yang ada. Selama masyarakat Indonesia masih
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mengakui jahatnya santet dan ternyata pula merupakan fakta sosial,
bagi penulis tidak ada persocalan untuk memasukkan delik santet
kedalam hukum positif, sebab tujuan utama adanya hukum adalah
melindungi kepentingan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet akan terus
bersinggungan dengan perkembangan sosial yang ada. Kepercayaan
masyarakat terhadap ilmu santet akan terkikis dengan sendirinya
sesuai dengan perkembangan masyarakat yang kian modern. Apabila
nantinya kepercayaan masyarakat terhadap santet telah memudar,
dengan sendirinya hukum yang mengatur tentang persoalan santet

juga harus ikut dirubah sesuai dengan perkembangan masyarakat

itu sendiri.

3.2 Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada
Pembunuhan Dukun Santet.

Tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan
masyarakat terhadap dukun santet merupakan fenomena sosial yang
berkaitan secara langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap
santet. Tindakan main hakim sendiri apabila ditinjau dari sejarah
perkembangan hukum pidana, pada awalnya, dalam membalas
sebuah pelanggaran yang terjadi sepenuhnya masih diserahkan
kepada korban. Namun akibat dari dendam yang sering tidak
berkeputusan, ternyata justru semakin menimbulkan keresahan
dalam masyarakat. Untuk mengatasi hal itu, maka negara kemudian
mengambil alih semua hak dalam menuntut ganti rugi dari pelaku
(Sahetapy, 1989 : 75).

Tindakan main hakim sendiri apabila direlevansikan dengan
teori perjanjian masyarakat Yean Yeques Roussean, awal dari

munculnya negara, dapat dilihat bahwa tindakan main hakim sendiri
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tersebut secara implisit sudah tidak diperbolehkan. Sebab dengan
telah diciptakannya negara, maka berarti pula telah terjadi suatu
peralihan dari keadaan alam bebas ke keadaan alam bernegara.
Dengan adanya peralihan ini, maka naluri manusia telah diganti
dengan keadilan dan tindakan-tindakan yang mengandung
kesusilaan. Kemerdekaan alamiah dan kebebasan tanpa batas yang
ada sebelum adanya negara, diganti pula dengan kemerdekaan yang
dibatasi oleh kemauan umum yang dimiliki oleh masyarakat sebagai
kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, apabila kemudian terjadi
pertengkaran diantara warga masyarakat, maka negara melalui
aparat penegak hukum yang akan mengambil alih segala urusan
(hak) korban terhadap pelaku.

Lebih lanjut, teori tentang boleh tidaknya suatu tindakan main
hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, Hamid (1986 : 23)
mengklasifikasikannya menjadi tiga bagian, yaitu :

pertama, dilarang sama sekali dengan alasan karena hukum acara
telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh
perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan
sehingga tindakan-tindakan diluar upaya-upaya tersebut,
yang dapat dianggap sebagai tindakan main hakim sendiri
dilarang.

kedua, tindakan main hakim sendiri juga terlarang apabila
tindakan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan
ada akibat hukumnya sehingga mengikat pelaku untuk
membayar ganti kerugian.

ketiga, bahwa tindakan main hakim sendiri pada azasnya secara
tidak tertulis dapat dibenarkan, apabila peraturan yang ada
tidak cukup memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Mencermati point ketiga dari teori yang dikemukakan Hamid,
apabila direlevansikan dengan permasalahan santet, maka dapat
disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri terhadap dukun

santet pada azasnya secara tidak tertulis dapat dibenarkan, karena
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sampai saat ini masih belum ada satu peraturanpun yang dapat
melindungi masyarakat dari ancaman santet.

Namun menurut hemat penulis, walaupun dalam point ketiga
dari teori Hamid tersebut ada alasan pembenarnya, tindakan main
hakim sendiri itu tetap tidak bisa dibenarkan. Sebab apapun alasan
masyarakat, apabila tindakan itu merupakan perbuatan melawan
hukum (onrechtmatige daad) dan ternyata menimbulkan kerugian
kepada korban, maka KUHP akan tetap memandangnya sebagai
delik.

Tindakan main hakim sendiri apabila dikaitkan dengan azas
praduga tak bersalah (presumtion of innoncence) yang tertuang di
dalam pasal 9 ayat (1) UU No.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, dapat diketahui bahwa
perbuatan main hakim sendiri ternyata telah bertentangan dengan
azas tersebut. Sebab dalam azas praduga tak bersalah itu telah
nyata-nyata disebutkan bahwa setiap orang yang disangka,
ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang
pengadilan, ia wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu dan telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).
Namun azas praduga tak bersalah tersebut tidak berlaku terhadap
perbuatan yang tertangkap tangan oleh petugas.

Azas praduga tak bersalah pada dasarnya ditujukan kepada
aparat keamanan dalam menangani para pelaku tindak pidana,
namun apabila ditarik dari makna yang tersirat didalamnya, asas
praduga tak bersalah juga mengikat masyarakat agar tidak berbuat
sepihak dan sendiri-sendiri, karena supremasi hukum harus

dijunjung tinggi oleh setiap orang.
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Asas praduga tak bersalah apabila dikaitkan dengan
permasalahan santet, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa
tindakan main hakim sendiri yang selama ini dilakukan masyarakat
terhadap dukun santet, tidak dibenarkan oleh hukum. Apabila ada
orang yang disangka sebagai dukun santet, maka menurut asas
praduga tak bersalah, ia wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada
putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa ia bersalah, dan sifat
putusan pengadilan tersebut harus mempunyai kekuatan hukum
yang tetap. Oleh karena itu, dengan adanya azas praduga tak
bersalah tersebut masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main
hakim sendiri terhadap orang yang disangka sebagai dukun santet
tersebut. Untuk mengadilinya harus melalui jalur hukum yang ada

(berlaku) agar ia diadili dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan.

3.3 Pelaku Delik Pembunuhan Terhadap Dukun Santet

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat
terhadap dukun santet merupakan perbuatan kejahatan menurut
KUHP karena telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka
atau matinya orang lain. Apabila tindakan itu menyebabkan
terbunuhnya korban maka pelaku akan dijerat dengan pasal 340
atau 338 KUHP. Apabila pembunuhan tersebut dilakukan oleh dua
orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama maka akan
dikenakan pula pasal 55 KUHP tentang penyertaan.

Kasus pembunuhan terhadap dukun santet yang telah
disidangkan di Pengadilan Negeri Jember dengan Perkara
No.9/Pid.B/1999/PN.Jr, telah mendakwa Iksan (terdakwa I), Tohari
(Terdakwa 1I), dan Salim (terdakwa III) dengan dakwaan kesatu
Primair pasal 340 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kesatu
Subsidair pasal 338 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan
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kedua pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/1951. Para Terdakwa
diduga keras telah melakukan tindak pidana kejahatan yang telah
mengakibatkan matinya korban Arba’i.

Dengan adanya dakwaan tersebut maka Jaksa Penuntut
Umum harus membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memang
benar telah bertentangan dengan ketentuan pidana yang
didakwakan. Dalam pembuktiannya, ternyata Jaksa Penuntut Umum
tidak mampu membuktikan dakwaan Kesatu Primair pasal 340 jo.
pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat
membuktikan unsur direncanakan terlebih dahulu karena tidak dapat
menghadirkan Mu’alim di persidangan karena belum tertangkap.

Pengertian direncanakan terlebih dahulu pada pokoknya
mensyaratkan antara timbul maksud akan membunuh dengan
pelaksanaannya masih ada tempo bagi pelaku dengan tenang
memikirkan denganl cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu
dilakukan. Dari kronologis peristiwa pembunuhan yang terjadi
menyebutkan bahwa para terdakwa sebelum  melakukan
pembunuhan, terlebih dahulu memang telah merencanakannya
dengan Mu’alim di rumah Mu’alim sendiri. Namun karena Mu’alim
belum tertangkap, maka untuk bisa memastikan apakah
pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu ataukah tidak,
tidak dapat dilakukan.

Dakwaan kesatu subsidair, Jaksa Penuntut Umum
membuktikan unsur-unsur yang tertuang pasal 338 jo. pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP. Unsur-unsur yang ada di dalam pasal tersebut seperti
yang dimuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya
adalah barang siapa; dengan sengaja menghilangkan nyawa orang

lain; dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
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Unsur barang siapa adalah setiap orang apakah ia laki-laki
atau perempuan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung
jawab atas perbuatannya di depan persidangan. Dengan
dihadirkannya para terdakwa di depan persidangan yaitu lksan,
Tohari dan Salim, maka menurut Jaksa Penuntut Umum unsur
barang siapa telah terpenuhi. |

Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah
sikap batin yang dituangkan dalam bentuk perbuatan, dan akibat
dari perbuatan itu memang dikehendaki oleh pelaku. Dari kronologis
yang tertuang di BAP, dibuktikan bahwa para terdakwa dalam
melakukan perbuatannya memang telah Dbertujuan untuk
menghilangkan nyawa Arba’i.

Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, Jaksa Penuntut
Umum membuktikannya melalui keterangan saksi Seneti (isteri
korban) yang menyatakan bahwa ia saat itu melihat korban Arba’i
tertelungkup dilantai berlumuran darah dengan para terdakwa yang
berada didekatnya, bahkan Tohari sempat mengancam saksi Seneti
dengan celuritnya ketika saksi Seneti menjerit mengetahui suaminya
bersimbah darah. Keterangan para saksi penyidik (Segerwaras dan
Irianto) pada pokoknya juga menerangkan telah mendengar sendiri
dari para terdakwa bahwa memang merekalah yang melakukan
pembunuhan terhadap Arbai.

Jaksa Penuntut Umum kemudian menghubungkan keterangan
para saksi tersebut dengan alat bukti surat berupa visum et repertum
dan alat bukti petunjuk berupa sebilah celurit dan dua buah tongkat
besi yang disita dari tangan para terdakwa. Dengan demikian

menurut Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bahwa para terdakwa
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memang secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan
terhadap korban Arba'i.

Mencermati tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam
memuat unsur-unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ternyata kurang
lengkap. Jaksa Penuntut Umum hanya menyatakan unsur dilakukan
secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih saja. Padahal unsur-
unsur yang termuat di dalam pasal 55 ayat (1) KUHP terdiri dari tiga
unsur. Ketiga unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut seperti yang
diuraikan oleh Prodjodikoro (1989 : 43) antara lain :

1. melakukan (pleger) peristiwa pidana;

yaitu orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang

sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur

atau elemen-elemen dari tindak pidana.
2. menyuruh melakukan (doen plegen);

yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan
perbuatan pidana, jadi bukan orang itu sendiri yang
melakukan tindak pidana tersebut. Namun ia tetap
dipandang sebagai pembuat dan dipidana sebagaimana
tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang ia suruh,
sementara orang yang ia suruh tidak dapat dipidana karena
tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak
dapat dipertanggung jawabkan misalnya :

a. Orang yang disuruh adalah orang gila (pasal 44 KUHP);

b.Orang yang disuruh berada dalam keadaan terpaksa
(overmacht) karena dibawah ancaman (pasal 48 KUHP);

c. Orang yang disuruh karena perintah jabatan yang sah dari
atasannya (pasal 51 KUHP);

d. Orang yang disuruh tidak mengetahui bahwa perbuatan
yang disuruh itu adalah perbuatan melawan hak karena
memang tidak diberitahu oleh orang yang menyuruhnya.

3. turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

yaitu perbuatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau
lebih yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana,
sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu
unsur (elemen) dari tindak pidana. Dan orang yang turut
melakukan ikut pula membantu perbuatan itu walaupun
bukan perbuatan utamanya, namun perbuatan orang yang
turut melakukan tersebut juga termasuk perbuatan pidana.
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Dengan adanya ketiga unsur yang tertuang pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum harus
membuktikan perbuatan materiill dari masing-masing terdakwa
tentang bentuk penyertaan yang didakwaan atas diri para terdakwa,
yaitu apakah para terdakwa adalah orang yang melakukan (pleger),
ataukah yang turut melakukan (medepleger) dan ataukah orang yang
menyuruh melakukan (doen plegen,).

Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutannya ternyata tidak
menjabarkan dan membuktikan tentang bentuk penyertaan yang
telah dilakukan para terdakwa seperti yang telah didakwakannya.
Keputusan Jaksa Penuntut Umum untuk men-junctokan dakwaan
kesatu primair dan subsidair dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
pada dasarnya sangat kurang tepat dan tidak sesuai. Sebab para
terdakwa, lksan, Tohari dan Salim tidak dapat dikriteriakan sebagai
orang yang melakukan, menyuruh melakukan maupun turut
melakukan.

Unsur orang yang melakukan mensyaratkan bahwa perbuatan
pidana tersebut harus dilakukan sendirian (pelaku tunggal) dalam
mewujudkan semua elemen-elemen dari tindak pidana. Pada kasus
Iksan, Tohari dan Salim, perbuatan pembunuhan terhadap Arbal,
elemen-elemen tindak pidananya tidak diwujudkan semuanya oleh
Iksan, Tohari dan Salim. Iksan, Tohari dan Salim hanya mewujudkan
perencanaan dan pelaksanaan pembunuhannya saja, sementara
yang berinisiatif mencarikan uang sebesar Rp 1.200.000,00 guna
membayar lksan, Tohari dan Salim adalah Mu’alim. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa antara Iksan, Tohari, Salim dan Mu’alim
dalam mewujudkan elemen-elemen pidana tersebut dilakukan secara

terpisah-pisah dan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
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Unsur menyuruh melakukan mensyaratkan bahwa harus
terdapat dua pihak yang berstatus sebagai orang yang menyuruh dan
orang yang disuruh. Orang yang menyuruh tetap dipidana akibat
perbuatan dari orang yang disuruh, sementara orang yang disuruh
tidak dapat dipidana karena perbuatannya tidak dapat dipertanggung
jawabkan. Pada kasus Tohari, lksan dan Salim, para terdakwa
memang disuruh oleh Mu’alim untuk melakukan pembunuhan
terhadap Arba’i. Namun Tohari, Iksan dan Salim sebagai orang yang
disuruh Mu’alim dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan
sadar dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Iksan, Tohari dan
Salim tetap harus dipidana. Jadi unsur menyuruh melakukan tidak
dapat direlevansikan dengan perbuatan yang telah dilakukan para
terdakwa.

Unsur turut melakukan mensyaratkan bahwa orang yang dapat
dikatakan sebagai orang yang turut melakukan adalah orang yang
ikut membantu perbuatan itu namun bukan perbuatan pokoknya.
Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan pidana pula
walaupun fungsinya hanya mendukung terjadinya perbuatan pokok
yang diinginkan oleh pelaku. Pada kasus lksan, Tohari dan Salim
ketiga-tiganya melakukan perbuatan pokok semua yaitu sama-sama
membunuh Arba’i, sehingga dari ketiga terdakwa tersebut tidak ada
yang dapat dikriteriakan ke dalam unsur turut melakukan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya lebih relevan
apabila dakwaan Kesatu Primair dan Subsidairnya di-junctokan
dengan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP [bukan pasal 55 ayat (1) ke-1].
Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP menyatakan bahwa dipidana sebagai
pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan pemberian, salah
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memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan
sengaja membujuk melakukan tindak pidana (uitlokker).

Syarat-syarat pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut antara lain
bahwa orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedangkan
membujuknya dengan cara memberikan sesuatu (imbalan), salah
memakai kekuasaan, memakai kekerasan atau dengan cara lainnya.
Seperti halnya dengan menyuruh melakukan, disini sedikit-dikitnya
juga harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk dan orang
yang dibujuk, hanya bedanya kalau pada membujuk melakukan,
orang yang dibujuk itu dapat dipidana pula, sedangkan pada suruh
melakukan, orang yang disuruh itu tidak bisa dipidana.

Syarat-syarat yang tertuang di dalam pasal 55 ayat (1) ke-2
KUHP sebenarnya dapat terpenuhi dalam kasus yang terjadi pada
Iksan, Tohari dan Salim. Kronologis yang tertuang dalam BAP yang
isinya telah dibenarkan oleh para terdakwa menyebutkan bahwa
perbuatan para terdakwa adalah karena bujukan dari Mu’alim
dengan mengatakan apabila mereka mau membunuh Arba’i maka
mereka akan mendapat imbalan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta
dua ratus ribu rupiah) dari seorang penduduk di desa Kertonegoro,
sebab Arba’i selama ini dicurigai dan dianggap sebagai dukun santet
yang telah banyak menyantet orang.

Unsur-unsur di atas lebih jelas dapat dikriteriakan sebagai
berikut :

1. Orang yang membujuk (uitlokker)
Orang yang dapat dimasukkan sebagai uitlokker disini adalah
Mu’alim, sebab Mu’alim telah membujuk lksan, Tohari dan Salim

dengan pemberian uang sebesar Rp 1.200.000,00 untuk

membunuh Arba’i yang dianggap sebagai dukun santet;
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2. Orang yang dibujuk
Orang yang dapat dimasukkan sebagai “yang dibujuk” adalah
Iksan, Tohari, dan Salim, sebab dengan pemberian uang sebesar
Rp 1.200.000,00 itulah Iksan, Tohari dan Salim telah melakukan
pembunuhan terhadap Arbali;

3. Dengan cara pemberian
Mu’alim melakukan bujukannya dengan cara memberikan imbalan
uang sebesar Rp 1.200.000,00 agar Iksan, Tohari dan Salim mau
membunuh Arba’i.

Dengan demikian baik Mu’alim selaku uitlokker maupun lksan,
Tohari dan Salim sebagai orang yang dibujuk, yang telah melakukan
pembunuhan terhadap Arba’i, keempatnya dapat dipidana dengan
mendakwa para terdakwa dengan dakwaan Kesatu primair pasal 340
juncto pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan kesatu subsidair
pasal 338 pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

3.4 Sanksi Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Main Hakim
Sendiri (Eigenrechting) Pada Pembunuhan Dukun Santet

Sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pembunuhan
yang dalam hal ini terhadap orang yang dicurigai sebagai dukun
santet ditarik dalam KUHP, Buku II, Bab XIX tentang kejahatan
terhadap nyawa. Walaupun motif dari masyarakat yang melakukan
tindakan main hakim sendiri bertujuan untuk menjaga ketentraman
penduduk dari ancaman praktek-praktek santet dengan cara
membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai dukun santet, KUHP
tetap memandang perbuatan tersebut merupakan perbuatan
melawan hukum yang diancam pidana.

Ancaman pidana terhadap pembunuhan berencana (moord)

(pasal 340 KUHP) maksimal adalah pidana mati atau pidana penjara
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seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh
tahun. Apabila kategori pembunuhan tersebut adalah pembunuhan
biasa (doodslag) (pasal 338 KUHP) maka ancaman pidananya adalah
pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Perkara pidana No.9/Pid.B/1999/PN.Jr yang menyidangkan
kasus pembunuhan bermotif dukun santet yang dilakukan oleh
Iksan, Tohari dan Salim terhadap Arba'’i, oleh Jaksa Penuntut Umum
juga didakwa dengan dakwaan kesatu primair pasal 340 KUHP jo.
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kesatu subsidair pasal 338 KUHP jo.
pasal 55 ay at (1) ke-1 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya memiliki
kewenangan untuk memutuskan jangka waktu pidana terhadap para
terdakwa dengan segala pertimbangannya. Pertimbangan tersebut
dibagi menjadi dua yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
tuntutan jangka waktu masa pidana terhadap para terdakwa
ditetapkan dengan acuan masa pidana maksimal yang di atur di
dalam pasal yang didakwakan.

Dakwaan kesatu primair pasal 340 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1
tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa penuntut umum sehingga dengan
sendirinya gugur, dan kemudian beralih pada dakwaan kesatu
subsidair yaitu pasal 338 ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum
mendasarkan pembuktiannya dari keterangan saksi Seneti (isteri
korban) dan saksi penyidik (Irianto dan Segerwaras) serta alat bukti
surat berupa visum et repertum dan alat bukti petunjuk berupa
sebilah celurit dan pentungan besi. Hal tersebut kemudian
memberikan keyakinan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa para
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan
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pembunuhan terhadap korban Arba’i secara sengaja dan bersama-
sama. Pembuktian tersebut kemudian dijadikan dasar Jaksa
Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan kepada para terdakwa,
yaitu dalam kasus lksan, Tohari dan Salim masing-masing dituntut
pidana penjara 5 tahun enam bulan potong tahanan.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim
pemeriksa perkara ternyata diputus lebih ringan dua tahun enam
bulan yaitu 3 tahun penjara potong masa tahanan. Putusan Majelis
hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yaitu:
Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa bertentangan dengan perikemanusiaan;
- para terdakwa mungkir bersalah atas segala perbuatannya.
Hal-hal yang meringankan :

- para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

- para terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana;

- para terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri;

- kondisi kesehatan para terdakwa menurut pengetahuan majelis di
persidangan sangat tidak memungkinkan apabila dijatuhi pidana
terlalu lama terutama terdakwa III (Salim) sudah tidak mampu
berjalan.

3.5 Analisis

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat
dengan motif santet merupakan reaksi masyarakat terhadap
keberadaan santet selama ini. Santet bagi sebagian besar masyarakat
Indonesia masih dipercaya dan diakui keberadaan dan akibatnya.
Dari penelitian yang dilakukan Romli Atmasasmita menunjukkan
bahwa santet adalah fakta sosial, jadi bukan hanya kepercayaan
tahayyul belaka. Hanya saja ilmu santet merupakan ilmu metafisika
yang tidak bisa diikuti oleh nalar, namun akibatnya dapat dirasakan

secara kasat mata oleh korban-korbannya. Sementara hukum pidana
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Indonesia merupakan produk hukum modern yang dasarnya
menggunakan nalar, sehingga sangat sulit untuk memasukkan ilmu
santet yang irrasional kedalam rumusan delik. Sesuai dengan azas
nullum delictum yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, maka
selama perbuatan santet belum diatur dalam sebuah perundang-
undangan maka perbuatan santet tersebut tidak dapat dikatakan
sebagai tindak pidana.

Azas nullum delictum lebih baik tidak diterapkan pada kasus-
kasus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas seperti
pada kasus santet sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Soesilo.
Sebab hal itu akan merugikan dan mengurangi perlindungan yang
diberikan kepada masyarakat. Sebab tidak semua perbuatan-
perbuatan yang merugikan dan bersifat melawan hukum semuanya
tertuang di dalam sebuah peraturan. Oleh karena itu, dengan
dikecualikannya pemberlakuan azas nullum delictum terhadap santet,
maka akan memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum
untuk menjerat perbuatan santet ke dalam sebuah delik.

Syarat agar perbuatan santet dapat dimasukkan sebagai delik,
maka perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan
hukum. Untuk dapat mengklasifikasikan perbuatan santet sebagai
perbuatan melawan hukum, maka perbuatan santet harus diuji
secara materiil, yaitu menurut Moeljatno perbuatan tersebut harus
bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat dan
harus mempunyai sifat-sifat melawan hukum. Setelah diuji secara
materiil, menurut hemat penulis perbuatan santet ternyata dapat

dikriteriakan sebagai perbuatan melawan hukum, alasan-alasan yang

mendasari kesimpulan tersebut antara lain dapat dilihat :
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pertama, perbuatan santet oleh norma agama Islam dilarang karena
perbuatan tersebut melanggar syari'ah, dan agama Islam
merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat
Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa santet telah
bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat
yang berfungsi sebagai hukum tidak tertulis;

kedua, sifat melawan hukum dapat dilihat dari sifat santet yang
bertujuan melukai, menganiaya atau membunuh korban.
Dengan sifat mencelakakan orang lain tersebut jelas
perbuatan santet akan menimbulkan kerugian terhadap
korban dan berarti pula perbuatan santet merupakan
perbuatan melawan hukum.

Perbuatan santet sebagai perbuatan melawan hukum,
mempunyai konsekuensi perbuatan tersebut harus dianggap sebagai
delik dan diancam pidana. Hanya saja perbuatan santet masih
terbentur pada proses pembuktian sebagai syarat dijatuhkannya
putusan pidana. Sebab dari kelima alat bukti (keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa) yang
tertuang dalam pasal 184 KUHAP, untuk bisa menjatuhkan putusan
pidana, minimal harus ada dua alat bukti yang sah. Pada kasus
santet, alat bukti yang masih mungkin didapatkan sebagai dasar
putusan pidana, adalah alat bukti keterangan terdakwa dan
keterangan saksi. Sebab alat bukti surat, petunjuk dan keterangan
ahli akan sulit didapatkan karena karakteristik dan cara kerja santet
yang bersifat tidak nalar. Dari kedua alat bukti yang masih bisa
dikumpulkan tersebut (keterangan terdakwa dan keterangan saksi)
jelas akan menemui hambatan besar apabila terdakwa mengingkari

perbuatannya yang berarti menyisakan satu alat bukti yaitu
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keterangan saksi. Ini berarti pula tuntutan tidak dapat diteruskan
karena tidak memenuhi unsur pasal 184 KUHAP.

Menghadapi polemik tersebut di atas, maka pasal 223 RUU
KUHP (baru) mengklasifikasikan perbuatan santet sebagai delik
formal yang dalam pembuktiannya tidak memerlukan suatu akibat
dari perbuatan tersebut. Dengan demikian diharapkan dukun santet
tidak akan berani lagi menawarkan jasanya untuk menyantet orang
kepada konsumen-konsumennya. Sebab pasal 223 RUU KUHP (baru)
telah mengancamnya dengan pidana apabila ia berani menawarkan
jasanya, karena dengan penawaran itu berarti ia telah mengaku
memiliki ilmu santet, dan hal ini telah memenuhi unsur dari pasal
223 RUU KUHP (baru). Pengaruh lainnya dari pasal 223 RUU KUHP
(baru) terutama terhadap konsumen yang selama ini meminta jasa
dukun santet, secara kuantitas akan terkurangi karena dukun santet
tidak berani lagi menjalankan profesinya menyantet orang akibat
keberadaan pasal 223 RUU KUHP (baru) tersebut.-

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat
sebagai reaksi tidak diaturnya santet ke dalam suatu peraturan,
apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Hamid, secara
tidak tertulis, perbuatan tersebut diperbolehkan dengan syarat
peraturan yang ada tidak cukup memberikan perlindungan kepada
masyarakat. Namun dengan adanya perjanjian masyarakat Yean
Yeques Roussean, awal dari terciptanya negara, maka segala
tindakan yang merugikan masyarakat semuanya diwakili oleh
negara, sehingga masyarakat tidak diperkenankan lagi melakukan
tindakan main hakim sendiri. Disamping karena adanya perjanjian

masyarakat, tindakan main hakim sendiri juga bertentangan dengan
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azas praduga tak Dbersalah (presumtion of innoncence) yang
dituangkan dalam pasal 9 ayat (1) UU No.14/1970 dan KUHAP.

Alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan di atas
membuktikan bahwa tindakan main hakim sendiri menurut hukum
di Indonesia sama sekali tidak dibenarkan. Kasus yang menimpa
Iksan, Tohari dan Salim yang disuruh Mu’alim dengan imbalan uang
untuk membunuh Arba’i karena diduga dukun santet, telah
berakibat lksan, Tohari dan Mu'alim dimajukan ke depan
persidangan dengan dakwaan telah melakukan kejahatan terhadap
nyawa. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Iksan,
Tohari dan Salim dengan dakwaan Kesatu Primair pasal 340 jo. pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kesatu Subsidair pasal 338 jo. pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP serta dakwaan Kedua pasal 2 ayat (1) UU Darurat
No.12/1951. Hanya saja pasal penyertaan yang diterapkan pada
perkara No.9/Pid.B/1999/PN.Jr tersebut kurang tepat karena
peristiwa pembunuhan yang terjadi tidak sesuai dengan unsur-unsur
yang ada dalam pasal 55 ayat (1) ke-1. Seharusnya pasal penyertaan
yang dapat diterapkan pada kasus tersebut adalah pasal 55 ayat (1)
ke-2 KUHP yang dapat mengkriteriakan para terdakwa ke dalam
unsur-unsur yang ada dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, yaitu
Mu’alim sebagai orang yang membujuk (uitlokker) dan Iksan, Tohari
serta Salim sebagai orang yang terbujuk. Cara membujuk yang
dilakukan Mu’alim adalah dengan pemberian uang sebesar Rp
1.200.000,- kepada lksan, Tohari dan Salim.

Perbuatan yang dilakukan lksan, Tohari dan Salim dengan
membunuh Arba’i mengakibatkan mereka diancam pidana
berdasarkan pada pasal-pasal yang didakwakan. Karena Jaksa
Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaan Kesatu Primair
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pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1, maka Iksan, Tohari dan Salim
diancam dengan dakwaan Kesatu Subsidair pasal 338 jo. pasal 55
ayat (1) ke-1 dan dakwaan Kedua pasal 2 (1) UU Darurat
No.12/1951.

Pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum
terhadap dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua dengan
dasar bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, telah
meyakinkan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama telah melakukan
tindak pidana pémbunuhan terhadap Arba'i dan membawa senjata
tanpa ijin, dan perbuatan tersebut jelas melanggar pasal 338 jo. pasal
55 ayat (1) ke-1 dan dakwaan Kedua pasal 2 (1) UU Darurat
No.12/1951, sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa
untuk dijatuhi pidana penjara selama tiga tahun enam bulan
dipotong masa tahanan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh
Majelis Hakim pemeriksa perkara diputus dengan pidana penjara tiga

tahun potong masa tahanan.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1.[lmu santet merupakan fakta sosial yang keberadaannya
dipercayai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ilmu
santet merupakan ilmu metafisika yang tidak bisa dikaji dan
dibuktikan secara ilmiah dan empirik, sehingga sangat sulit
untuk memasukkan perbuatan santet ke dalam rumusan
delik karena hukum pidana yang ada pada saat ini
merupakan produk hukum modern yang bersumber dari
dunia nalar. Akibat perbuatan santet yang belum diatur
dalam sebuah peraturan maka perbuatan santet tidak dapat
dikategorikan sebagai delik karena terbentur oleh asas
nullum delictum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

2. Dalam kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan
masyarakat merupakan reaksi atas tidak adanya
perlindungan hukum bagi masyarakat dari ancaman ilmu
santet. Tindakan main hakim sendiri oleh hukum sama
sekali tidak diperbolehkan. Sejak adanya perjanjian
masyarakat Yean Yeques Roussean, maka segala tindakan
yang merugikan masyarakat yang berhak menanganinya
adalah negara. Disamping itu tindakan main hakim sendiri
telah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah
(presumtion of innoncence) yang dianut Indonesia.

3. Pelaku delik tindak pidana pembunuhan terhadap dukun
santet dalam kasus ini dijatuhi pidana berdasarkan pasal
338 KUHP karena telah melakukan kejahatan yang

43
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mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Apabila
tindakan itu dilakukan lebih dari dua orang maka dapat
ditambah dengan pasal penyertaan yang tertuang dalam
pasal 55 KUHP. Sanksi yang diberikan terhadap tindak
pidana pembunuhan dukun santet apabila dilakukan dengan
berencana diancam dengan pidana maksimal berupa pidana
mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun (pasal 340 KUHP).
Pembunuhan biasa diancam dengan pidana pidana penjara

paling lama lima belas tahun.

4.2 Saran-Saran

1. Dimasukkannya perbuatan santet ke dalam pasal 223 RUU
KUHP dengan mengkriteriakan delik santet sebagai delik
formil merupakan langkah yang tepat. Pendapat beberapa
pakar hukum pidana yang keberatan karena menganggap
sebagai suatu kemunduran bangsa Indonesia dalam hukum
modern, sebaiknya tidak perlu dipolemikkan. Sebab hukum
akan selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang ada,
dan selama masyarakat masih mengakui kejahatan ilmu
santet, maka sudah menjadi kewajiban untuk memasukkan
delik santet kedalam hukum positif, dengan tujuan untuk
melindungi kepentingan masyarakat.

2. Cara mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ilmu santet
harus dilakukan dengan pendekatan agama dan kultural,
dengan wujud kerjasama antara aparat penegak hukum
dengan tokoh agama dan tokoh adat. Dengan demikian maka

secara otomatis pula akan menggugah kesadaran bagi orang
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yang mempunyai ilmu santet untuk tidak menggunakannya

kepada orang lain.

. Penegakan hukum (law enforcement) harus tetap diupayakan
dalam mengatasi masyarakat yang melakukan tindakan
main hakim sendiri terhadap orang yang diduga dukun
santet dengan cara menjerat pelaku dengan ancaman pidana
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sebab apabila
supremasi hukum tidak dijunjung tinggi maka justru
ketentraman dan ketertiban masyarakat akan terganggu.
Disamping itu perlunya sosialisasi yang lebih efektif dan
menyeluruh dari aparat penegak hukum kepada masyarakat
terutama yang paling banyak terjadi kasus pembunuhan
dukun santet selama ini, mengenai ancaman pidana yang
akan diberikan bagi mereka yang melakukan tindakan main
hakim sendiri. Tujuan sosialisasi tersebut agar nantinya
masyarakat takut untuk melakukan perbuatan tersebut

karena ancaman pidana yang mereka ketahui.
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PUTUS AN,

Nomor : 09/Pid ..3/1999/}".11.‘_11

----- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN.

----- Pengadilan Negerl Jember yang wmemeriksa dan wmengadili -

perkkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuh

ltan putusan sebagail berilkut dalaw perkara terdalwa

1.

Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/tanggal lahip
Jenis kelamin
Kebangsaan

Tempat tingeml

A gama
Peleerjaan
Pendidikan
Nama® lenglkap

Temwpat lahlr

- -

: IKSAN alias P,SITI AISAH, -=we=====-

¢ JOmMber: ssmsrmsmanmminensssmenYsEw S

: 37 tahun, --c--c--cecnrmcnae. & e e o i

-

Lalkl=-lali, = --cccmmmm e
Indonesia . ===----mmmm el
Dusun Curah Kendal Desa Sulkamalimur -
Kgcamatan Ajung Kabupaten Jember. ---
Is lam. —==-cmmmeem e
Tani, ~=---- i o e e e = e R i
SD Kelag V. ===-mecmmm e e

t: TOHARI, =-—=cmmmmmmm e e

Umur/tanggzal lahir :

Jonis lkelaumin
Keoangsaan

Tampat tingegal

A gama
Palterjaan
Pendidilkkan

Nama lenglkap
Tempat lahir
Unur/tanggal lahir

Jenis ltelamin

Jember, =——-————m e
19 tahun, ====—c e
Laltl=laltl, —=-cemccmmm e e

: Indonegla, ======mccmsccccccccraceana"

Dusun Mangaran Desa Sukamalmur Kecama
tan Ajungz Kabupaten Jember. -=-=-=====-

Ialam. _________________________

JORbar, =~ e e e =
39 tahun, ==—=————cmcm e
La 1{1 -13 ]{i R T e R S e s e o o GRAR R

Keb".tngsaal‘l RN NER
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Kebangsaan : Indonesin, =======m=-=—=——-e--ldi
Tempat tinggal : Dusun Mangaran Desa Sukamakmurugééamatan -

Ajung Kabupaten Jembar. RO & . b s e it

A gamnma t I8 1lai ¢« - —————mmmmmm————————————————
Peglterjaan v Pal i e e e e s e o e e s e e o e e e
Pendidilan . Tidalk seltolah., =-- === mcm e ——— e
----- Terdalmwa -Terdalwa tersebut ditahan @ ~ve-mememmvcenannm-

1. Oleh Pervidik sejalk tanggal 29 September 1998 sampail dengan
tongzal 18 Oktobar 1998 § re=r-—sraccsrncccccncsasennnnans
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Olctober 1998 -
gampald dengan tanggal 27 Nopember 1998 ; ----======-==-----
%, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Nagerl Jember sejalk --
tanggal 28 Nopember 1998 sampai dengnn tanggal 27 Desem --
bor 1998 | st ssmcmeme e cr s e msaE e e - ——— S
L. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal A Desembar 1798 sammi -
dofgan tanggal 27 Desdmber L9905 =«--feme=sanes =co=mneSes
5., Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal
28 Desember 1998 sampal dengan tanggal 26 Januari 1999 ; -
6. Haltdm Pengadilan Negeri Jember sejal tanggal 25 Januari -
1699 sampai dengan tanggal 23 Pebruarl 1999 ;| ---=--=-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negerl Jember sejak tanggal
51, Pebruari 1999 sampai dengan tanggal 24 April 1999 § ===
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggl Jawa Timur Surabaya sejak

tanggal 25 April 1999 sampal dengan tanggal 24 Mel 1999 ;

9, Perpanjangan Pengadilan Tinggl Jawa Timur Surabaya sejak

tangzal 25 Mel 1999 sampai dengan tanggal 23 Juni 1999 ;

----- Pordalwa-Terdalwa tersebut didampingl oleh Penasehat

Hulcum bernama : Moh.Nurullah,SH, Piter Samosir,SH, Suhard jo,SH,
Achmad Cholily,SH, Zaenal Marzuki,SH, Gatot Irianto,SH, -—
I Wayan Budiarta,SH, Rully Susanto Titaheluw,SH, Trio Suglanto.
SH, Hadi Sudibyo,SH, Budi Wantoro,SH, Nurul Herlina,SH, -
Abd.Harig Afianto,§H.....
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Abd .Haris Afianto,SH, dan Djani Waherani, SH berdaaa

Penetapan Haltim tertanggal 17 Pebruari 1999 No-OQ/Pﬁ:d B/ -
1999/PN JIr j ==m-—ecememe e e e mm e e e e e e - —e——m—e——m——

----- Pengadilan Regarl tersedul | —~ressrrerrs-cssecne=cmms
----- Telah membaca berkas perkara para Terdakwa j ----======

~=—=- Telah mendengar lkketerangan saksi, alat bulktl dimuka -

persidangan dan keterangan terdalwa ; -==-=---=-------c-----
----- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimulka -
persidangan pada polioknya sebagail berikut ;| ~—==--—-mm—————-
- Menyatakan terhadap terdalkwa I Iksan alias P.Siti Aisah, -

terdalwa II Tohari dan terdalwa III Salim alias P.Us ter

bulcti bersalah melalkulkan tindalt pldana secara bersama-sama

dengan sengaja menghilanglkan jiwa orgng lain dan tindalt =
pidana membawa sanjata tajam tanpa idzin ; ----e-e=-------
- Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing -=-
kepada terdaltwa I,II dan III tersebut selama 5 tahun 6 --
bulan Potong tahanall | -——=—meesssscssSemmu=eom=mNSSncenss
- Menyatalkan agar masing-masing terdalkwa tersebut tetap =--
ditahnn il F ottt et e S e R R e s = e e e
- Menyatakan barang bukti berupa : 2 buah pentungan besl dan
1 buah clurit dirampas untuk dimusnahkan vang tunai sejum-
lah Rp.750.000,- dirampas untuk Negara j --===---=-=-===-==
- Menetapkan agar supaya masing-masing terpldana membayar -
biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- ( Seridbu rupiah ) ; ----

— Telah mendengar Pleidoi para terdakwa yang disampaikan --

melalui Penasehat Hulkkumnya sebagai berikut : ----=----==-=
- Pemerilsoan Penyidik kepnda terdalwa-terdalwa tersebut ==
bertentangan dengan ketentuan pasal 56 (1) KUHAP jo pasal
114 KUHAP karena tidak didampingi oleh Penasehat Hultum ; -

- Mengenai penangkapan pada terdalwa tidak sesual dengan =--

I{Gterangan RN
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keterangan salssil Penyidik ; --===-=---- -a‘-*-:—'._...‘.,_/_ ______
- Berita Acara psnahanan tefdakwa-terdakwu\kiiggﬁégg%gi de --
ngan surat dalkwaan Jalsa Penuntut Umum § ----=-=-----====-=
- Perbuatan Pidana yang dilakukan terdakwa merupakan Concorsus
realis dan terlkait dengan perkara Pidana No.10/Pid ,B/1999/
PN JP | ==mmmm— e e e e m e e
- Penyitaan barang bulkti tidalk dilengkapil dengan surat idzin
dard Ketun Pangadilan Negerl | “ror=sssassdessssssneyescans
- Pemeriltsaan relontrulsi tidalk didampingi oleh Penasehat --
Hultum § ======—=——mcmcem e m s e mc e ccccmc e e meee s s e ————
- Berita Acara Pemerilksaan Penyidilk tidak sesuail dengan keten
tuan pigal 65 (1) KUHAP § ==m==-me-mme e memmmmmem—emeom e e e
- Uraian Surat Dalwaan Jalsa Penuntut Umum tidak sesual dengan
keterangan saksi yang menerangkan hanya 3 orang pelalku,pada-
hal wmasih ada orang bernama Sumar yang belum tertangkap ; -
- Dan tidalt ada seorang salksipun yang welihat bahwa terdalwa-
terdalwa telah melalkulkan pembunuhan | ==-===-=-==--c-—-----=-=
- Dan atas dasar tersebut Penasehat Hultum terdakwa mohon agar
terdalwa-terdalkwa dibebaskan daril segala dakwaan Jalsa Pgnun-
ful Dubi ; =f-w—wmemceememns=sSBeeaEsCESmEtSemwsSSEY T 4
----- Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang -
disampailan secara lesan pada polkolnya menyatakan tetayp pada
tuntutannya dan lkemudian Penasehat Hulkum para terdakwa menya-
talkan tetap pada pembelaannya j =-----——==----sossssSssosoTTTEo
----- Menimbang, para terdakwa tersebut dia jukan dimulta persi
dangan karena telah didakwa gebagal berikut § sssskssecocvsoss

F 8 B et 1l } se-cmcsaccsanmaasnneonstm S g

Py L m GhY | —eessesssessacdieeeesmglaessn e s ogiERESER AT

- Dahwa merelta terdakwa I Iksan alias P.Siti Aisah, terdalwa-
II Tohari dan terdalwa III Salim alias P,.Us serta Sumar --

(belum tertanglap) ¢ oo
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(belum tertangkap), baik secara bemama-é’hn@ﬁéfgﬁfcam -
bersekutu maupun bertindalk sendiri-esendiri melakukannya -
rada hari Minggu tanggal 27 September 1998 sekira 21.00 -
BBWI, setidak-tidaknya wasih dalam bulan September 1998 di-
dalam rumah lkorban Arba'l alias P.Soleh yang terletak di -
Dusun Kertonegoro Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah --
Kabupaten Jember, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
masih termasult dalam daerah hulkum Pengadilan Negeri Jember,
dengan sengaja dan direncanalkan terlebih dahulu telah meng=-
hilang nyawa orang lain ialah korban Arba'i alias P.Soleh -
dimana sebelumnya terdaltwa I Ilsan alias P,Sitl Aisah,ter =
dalwa II Tohari dan terdalwa III Saliwm alias P.Us serta --
Sumar, pada harl Sabtu tanggal 26 September 1998 selidira jam
13400 BBWI, disebuah warung yang terletalk didesa Kertone --
goro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, terdalwa Toharl
bertemu dengan Mualim yang wengatakan bahwa lkorban Arba'i -
alias P.,Soleh adalah tulkang santet dan salah satu warga --
Desa Kertonegoro yang tidak diketahui namanya/tidak dikenal
dan bersedia memberi imbalan berupa uang sejumlah Rp.1.200.
000,~ (satu Jjuta dua ratus riburupiah) untukk mewmbunuh lkorban
Arba'i alias P.Soleh, selanjutnya pada hari Minggu tanggal
27 September 1998 sekira jam 16.30 BBWI, terdalkwa II Tohari
mendatangl terdalwa I Iksan alias P.Siti Aisah dirumahnya -
dan wengajaknya kerumah Mualim dan selanjutnya pada hari --
itu juga selira Jjam 20,30 BBWI, terdalwa Toharl,terdakwa --
fisan alias P,Siti Aisah, terdalwa Salim alias P.Us dan --
Sumar berkumpul dirumah Mualim di Desa Kertonegoro dan me =
ngadalkan perundingan dan merencanalkan untult membunuh lkorban
Arba'i alias P.Soleh dan selanjutnya mereka terdakwa berang
lkat kerumah korban Arba'i alias P.Soleh dan terdalwa Ilksan-

01138 RN
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tulang, ukuran luka panjang + 3 cm, Iaﬁir;%:gm;ﬁpnda por
bahan didaerah luka tersebut didapatkan kesan ruas tulan
hancur dibawah dagu sebelah kiri terdapat luka terbdulwm
sedalam lkulit dengan ulkuran panjang * 3 cm, lebar 0,5 cm
dengan lkesimpulan diduga kewatian disebabdlcn lkarusalan
jaringan otalk luas akibat kelterasan pultulan benda tumpul
Kemudian merelta terdakwa I Iksan allas P.Siti Adisah,ter
dalwa II Tohari, terdalwa III Salim alias P.Us dan Sumar
bersiap-siap meninggallkan rumah tersebut, diketahul oleh
salksi Seneti alias Bolk Arba'i, kemudian oleh terdalwa
Salim alias P.Us dengan mengacunglan clurit yang dibawa
nya, mengancam salsl Seneti allas Bult Arba'i arar jangan
verterial, dan selanjutnya wereka terdalwa meninggallian
rumah tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28
September 1998 sekira jam 10,00 BBWI, terdaltwa Iksan alil
P.51t1 Aisah bersama-sama dengan terdalwa Tohari berans
kat menuju lkerumah Mualim dan merela terdaltwa diberi uan
tunal oleh Mualim sebanyak Rp.1l.200,000,-, sebanyal Ep.
200.000,- diawbil sendiri oleh Mualiwm, terdakwa Iksan -
alias P.Siti Aisah memperoleh baglan Rp.100.000,=, Sumar
diberi bagilan Rp.150.000,-, dan sisanya gebanyal Rp.750.
000,- dibawa oleh terdakwa TohaplliSeamsae = mmSaa
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 yc
55 ayat (1) sub 1 KUHP § ==----== e e
Subuidhy § Wee=spammmnt R S T N
Bahwa merela terdalkwa I Iksan allas P.Siti Aisah, terdal
II Tohari, terdakwa III Salim alias P.Us dan Sumar, bail
secara bersama-cama atau secara bersekutu, waupun bertin
dalt sendiri-sendiri melalkulnnnya, pada walktu dan tempat
sebagaimana diuraikan dalam kesotu primer, dengan senga.

menghilangkan......
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menghilanglkan nyawa orang lain ialah korbankﬁn\;léﬁﬁiias P
P.Soleh merseka terdaltwa mendatangl rumah korban dan maging-
masing terdakwa Iksan alias P.S1itl Aisah membawa pentungan
dari besil, terdakwa Tohari membawa pentungan dari bdesi, ter
dalowa Salim alias P.Us membawa sebilah clurit dan Sumar men
bawa secbuah pentungan dari besl dan setibanya dirumah kor -
ban Arba'i alias P.Soleh, terdalwa Salim alias P.Us masuk -
redalam rumah ltorban disusul oleh terdaiwa Iksan alias P. -
Siti Aisah dengan alasan minta doa untuk dagang tembakau dan
tiba-tiba masul terdalwa Tohari dan langsung memulkul keypala
korban 'Arba'i alias P.Soleh dengan menggunalkan pentungan - —
besil yang dibawanya dan diikuti oleh Sumar yane masul keda-
lam rumah dan memulkul kepala korban dengan pentungan besl -
dan selanjutnya diilkuti oleh terdalwa Ilsan alias P.Sitl -
Aisah yang memultul kevnla lorbdan dengan pentungan besl lkeun
dian terdalwa Salim alias P.Us memultul juea kepala korban -
dengan punggung clurit sebanyalkk satu kali, sehingga ltorban
Arba'i alias P.Soleh jatuh tertelunglkup bersimbah darah ==
segar, dan alkibat dari pukulan-pukulan tersebut, korban --
meninggal dunia pada sant itu atau tidalk lama kemudian saba
gaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu primer § -----=

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 yo 55

— Bahwa merclka terdalkwa I Iksan alia= P.Siti Aisah, terdakwa
II Tohari, terdakwa III Salim alias P.,Us, pida walttu dan
tempat sebagaimana diuralkan dalam dakwaan lkesatu priwer,
maging-masing tanpa halc membawa, yempunyai, menyimpan =
sesuatu senjata pewulkul, senjata penikam atau senjata -
penusult dimana terdaltwa Iksan alias P,Siti Aisah membawa

gebuall e s 0 ile
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sebuah senjata pemulkul dari besi, terdbkﬁb Tohari membawa -
genjata pemulkul dari besi dan terdalkwa Sgiim.aliés P.Us mem
bawa sebush senjata tajam berupa clurit dan ternyata kedua
senjata pemulkul dari besi dan sebuah senjata tajam berupa
clurit tersebut tanpa dilengkapil surat ijin dari yang bder -
WENANE | =—=—————- - - mm e e e e e emsmmmmos—soso—ossssssse
Sebhagaimana diatur dan diancam pildana dalam pisal ? ayat 1
Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ;| -=---=------=-==
----- Menimbang, bahwa untult membuktikan dalkwaannya Jalksa -
Penuntut Umum telah wmengajukan saksi-galksl yans memberi --
keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagal berikut : -

1, Saksi : Seneti alias B.Arba'l : -=------=--=====-=--====<

----- Bahwa, pada lkira-kira jam 10 malam, yang hari dan =--
tanggalnya lupa, suami saksi ( Palk Arba'i ) telah lkedata --
ngan tamu (yang lkemudian ditunjuklkan dipersidangan yaitu -
terdalwa I), yang malksudnya minta syarat dagang tembalktau ;-
----- Bahwa, salksi lalu lkedapur untul membuat minuman, tidba
tiba mendengar suara lkeras seperti barang pecah, salsl lalu
keruang tamu dan melihat suaminya jatuh terjungkal berlumu-
raf dardh § —=mm--sssmsssosssssRessSs o msnnenESs —SmeSmSEmmnT
————— Bahwa, salksi juga melihat diruang tamu sudah ada 2 =--
(dua) orang lagl yaitu terdakwa II dan terdakwa III ; --=---
----- Bahwa, salksi akan berterials minta tolong tetapl dian-
cam dengan clurit oleh terdakwa TIT § ~——pe—af s sa =
----- Bahwa, para terdalwa kemudian melarikan diri, dan -
galtsi lalu mendekatil suaminya (lkorban) yang telah meninggal

dunm ; ———————————————————————————————————————————————————

5. Saked *iSanusi glias P.Eupidn i «---sFcssssssoammmaomes e

----- Bahwa, salisi tidale tahu tentanz kejadian pembunuhan -

yang dilakukan oleh para terdalwa ; ---====--==--===-"777===os

-B’-‘hwa @ % 80 @ 08 aD
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————— Rahwa, pada hari Minggu tanggal 27 Seﬁ%éﬁ?éga-QéB --
seleltar pulkul 21.15 WIB pada walctu salel berada dirumah -
telah datang Seneti alias B.Arba'i memberitahu kalau suami-
nya telah dibunuh orang | ====sssssrsssssscccccncnnnnesnses
----- Bahwa, setelah salksi mendatangi kerumah korban tempat
Bolt Arba'i terlentang dilantai dengan berlumuran darah de =
ngan lulta dibaglan kepala leher dan pipi § ---=---e----o---
----- Bahwa, salisi lalu memberitahu saudara-saudaranya ;| --

3, Saksi : Mochamad aliag P.Nup : ------e---eee—c-—oooooo—o

----- Bohwa, salsi tidak tahu tentang pembunuhan yang dila-
kukanEpara terdokwa | sor-——sesmmo-sSnoimessesssesamSa=amnas
————— Bahwa, pada tanggal 27 September 1998 sewalttu saksi -
dirumah telah didatangi adiknya yang bernama Sanusl yang --
memberitahu lkkalau P.Arba'i telah dibunuh orang ; --=--------
----- Bahwa, sesampai dirumah P.Arba'i ternyata P.Arba'i -
telah weninggal daniterlentang dilantal dengan luka kepala

eher dan BANEGH ) s=s=S=t= S-caamcto o oSSE oS R T TS -=

fel Satel 3 Bl S R s e e A T

----- Baohwa, saksi tidalk tahu walktu ada ke jadian pembunuhan
LB ESUEDRL AP Y1 || sersssdsas et SRS S - T
----- Bahwa, salsi hanya diberitahu keluwarganya yang bernama
Sanusi knlau P.Arba'i telah dibunuh orang ; -==-----—-==="-"<
----- Bahwa, salksl langsung karumahnya Arba'i, dan salsi =~
melihat Arbﬁ'i sudah meninggal dan diletalklkan ditempat ti -~
dur dan Arba'i lulka pada kepala, leher dan pergelangan -
e I i e e st i RS
----- Bahwa, salkeil lalu welaporkan kejadian tersebut pada -
Esviils DEpa | SprscldmgelEyvemgonaamogEenesao-oomte St

o nanity T Lol ya s @ ‘S oespieghmeoongER eSS SEmmt Rl

----- Bahwa, saksil adalah anggota Polrl, yang telah -——-

menanZikaPe e s e s e v v e
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menanglkayp pira terdalkwasyaitu Iksan, Toha£§*dbﬁ;§$ii; kkarena
diduga telah welaltulkan pembunuhan terhadap korban Arba'i | -
----- Babwa, sewula anggota Polisi yang bernama Seger telah

mendatangi rumah terdakwa I (Iksan) yang pura-pura minta --
tolong membunuh tukang santet dan mewmberi upah Rp.100.000,-;
----- Bahwa, menurut Seger ternyata Iksan dan Tohari berse -

dia melakukan..pembunuban dan berjanji bertemu diperempatan =
Sultorambi Jam 19,00 WIB j} ——==scmecmc-ccc—cecccccccomeccm———
----- Bahwa; pada walttu yang ditentukan para terdalkwa muncul
diperempatan Sukorambi, maka saksl bersawa anak buabnya me -
panglkapaiama” tordaltia § —==—==s—ressmescaotn-SEese s s = e m = o
-=—=—- Bahwa, walttu itu merelka bertiga mengendaral sepeda --
motor dan iksan membawa sebuah pentungan besi, Tohari membawa
pentungan besi dan Salim membawa clurit ; -- ------c-ce-ome-
===-- Bahwa, mereka bertiga mensakul membunuh Arba'i dan ter
dalwa Iksan alias Palk Siti Alsah mengaltu melaltulkan pembunu -
han tersebut karena diajalk Tohari denran imbalan uvang dan -
vang 'imbalan tersebut darl Muallm |5 ssscssc-vcmscnssmcmstose

6. Saligl : Karglto ! ====mm-e-emeecmcemmmmmmm e mm— e ——— o — o

----- Bahwa, salsi bertugns mendampingl penyidik pada walktu
peloksanaan relkonstrukdal ditempat ke jadian S=cemr oo en=as-g
----- Bahwa, walctu rekonstruksi para terdakwa tidalk dipalssa
dan dideltte, totapl lzohendak wmereka sendiri, dan saltsl hanya
mendampingi para terdalwa §j ====-=------cccsccoss—ssomessees

By Enlcsdi il Azee Wljaya & ~=eesssccmomsemeesssis S eSmmm————

----- Bahwo, salsi telah menyita uang daril Tohari sejumlah -
Rp.750.000,- yang menurut keterangan Tohari uang tersebut -
beragal dari Mualim yang semula berjumlah Rp.l1.000,000,- ~--
diberikan Iksan Rp,100.000,-, diberikan Sumar Rp.150.000, -

dan sisanya Rp.?750.000,- dipegang Toharl ; ---==-=----===-=-

—B‘lhwa NN NN
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----- Bahwa, benar salsi mengilkuti sewalctu reltonstruksi -
dalam perkara para terdalswa dimana para terdalwa telah --
melalkukan tanpa palsaan dan secara spontan § -- -====------
----- Bahwa, sewalitu relonstruksi, barang bukti telah di -
sertoltan dan terdalwa I tanpa paksaan maengambil pentungan

dari besi, terdalwa II mengambil pentungan dari besi dan -
tordakwa LIL pengadbil clunil |§ rro—ccmmmemmmn s e et

8, Babid : S 8 £ 8 P ¥ =raEescavsenscnensie s S oo e

----- Bahwa, salsi adalah angzota Polisi Resort Jember j -
------ Bohwa, atas perintah saksi Irianto, saksi telah men-
datangi rumah Iksan untult pura-pura minta tolong untul mem
binnh tullang 8antel j; =v=== —s=scccecaesesesSaoSSmEs oS
----- Bahwa, salksi berhasil bertemu dengan Ilsan dan Tohari
dan Iksan“serta Tohari menyanggupl membunuh tukang gantet

tersehut, dan saksi sebagal imbalannya menyerahkan uang -
B 000, 0003 pnida Qohart § - ———r-rSTRERRE s e
————— Eahwa, Ilsan dan Tohari winta imbalan Rp.500.000,- -
gedanglkan uang Rp.100.000,- dikembalilkan pada salksi, tetapl
Isan dan Toharl minta kalau berhasll supaya uang Rp.500.

000,~ tersebut diserahlan pada Tohapl § ----======-=-<c===< -
————— Pahwa, walktu itu Iksan dan Tohari juga bercerita --
2lau berhasll wembunuvh Arba'i didesa Kertonegoro § —------
----- Bahwa, Ikcan dan Toharl sepakat bertemu diperempat -
Sulzorawmbi jam 19.C0 WIE dan ypada Jawm yang dijanjilkan terse
but pira terdalwa ( Ilksan, Tohari dan Salim ) muncul wmalka

calsi bersama Irianto dan anaki- buabnya menanghkap para ter

besi, Tohari wembawa ventunran besi dan Salim membawa -

- Eahwaoa---o---
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----- Bahwa, para terdakwa mengalu kalauntelab“mamﬁuﬂhh -

o

Arba'i didesa Kertonegoro, sewalktu diperiksa dléﬁ.penyidik;
----- Menimbang, bahwa dimula persidangan telah dia julkan -
barang bultti berupa : 2 (dua) buah pentungan besi, 1 (satu)
buah clurit, dan uang tunai sejumlah Rp,750.000,- ; -======
----- Menimbang, bahwa dimulta persidangan telah dibacalan -
Visum Et Repertum dari Puskesmas Kemuningsari Kidul,Kecama-
tan Jenggawah, tertanggal 29 September 1998 dibuat dan di -
tanda tangani oleh Dr.Dudung Ardi Rusli § —-===-=—=-=--mm==e-
----- Menimbang, bahwa dimula persidangan telah didengar -
keterangan terdalwa pada pokoknya sebagal berlilkut § =-—=-=-

Keteranean Terdalwa I ( Ilsan alias P.Sitl Alsah™) ¥ swe-—-

----- Bahwa leterangan terdakwa di Berita Acara Pemerilksaan
Penyidilk adalah bukan keterangan terdalwa, tetapi keterangan
Penyidik dan terdakwa mengaltu dimulka Penyidik karena dipalk-
ga dan disuruh mengalcu oleh Penyidik j =S=-~gage-=v-gumms=
----- Bahwa 1 (satu) buah clurlt dan uang sejumlah Rp.750.

000,- bulan wililk fardalial ;| =mpremscoc—dEassesms=sSNoanEsS
----- Rahwa, terdakwa ditangkap diperempatan jalan sewalttu

terdaltwa bersama Tohari dan Salim alias P.Us untul menagih

utang pada Pal Lulmnan gsebesar Rp.500.000,- yang tinggal -~
dideésa Kemiri,Kecamatan Panti Jember j; =-—-==s=--ToTT=TTTT

Keterangan Terdalwa II ( Moharl ) i ==e==-spss=esmmes=scoes

----- Bahwa tilddlc-benar apa yang didaltwalkan Jalksa Penuntut -
Umum dan Berita Acara Penyidik adalah keterangan Polisi dan
R Rrangan ferdalpg j <--reeemesesec=cTgRER SRR R
----- Bahwa terdakwaa ditangkap walktu diajal oleh Iksan dan
Tohari untul menagih utang kepada P.Lukman gejumlah Rp.500.00
T e Lo S
----- Bahwa, saya tidak melalulkkan pembunuhan, tetapl -

terdaltWa seseee e oo =
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terdaltwa dipalsa dan disuruh mengaltui melaltukan pemburu: -
oleh POLiSL § —mmsemmecmcmc—mescesmesease—————— e
----- Bahwa, uang Rp.750.000,- adalah milik terdalwa sedang-
kan pentungan besi dan clurit bukan wilik terdalwa ; -=------

Keterangan Terdalwa III ( Salim aliag P.Us ) & =------=-------

----- Bahwa tidale benar apa yang didakwalkan oleh Jalksa Penun
tut Umum dan Berita Acara Penyidik adalah keterangan Polisi;
————— Bahwa terdalwa ditanglap walktu diajale P,Iksan dan =---
Tohlari untuls menagih VEORg ] —Smemccc ot cencmoms e ==
----- Rahwa barang bulkti vang sejumlah Rp.750.000,-, clurit
dan pentungan besi bultan milik terdakwa ; =====------======
----- Menimbang, terdalwa didalwa dalam dalkwaan kesatu pri-
mer melalkultan tindalc pidana sebagaimana tersebut dalam msal
340 yo pasal 55 (1) Bub 1l KNP | - =~secmcilo=miedeweaseedy
===-- M@gnimbang, untult dapat divnidana atas dasar pasal 340
KUHP haruslah dipenuhi unsur-ungur ! —----=--—-==--——=====-===
ANEEaranE e3P0 S dE T e T T T T
2. Dengan direndanakan terlebih dahulu j ==---------=======<
3, Menghilanglkan nyawa orang lain j ==---==s==s-=-=========
----- ‘Menimbang, untuk itu alin dipertimbangkan sedbagal ==
berilkut ! ==+ m=—mmeemmee—emm—mmm—ecme s ——ms == oo —os s oo

1: Heaur Bpalgeiapg | =e——rovecsncosseosds s s o e

----- Menimbung, yang dimalksud barangsiapa adalah subyelt -
hultum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung-
jawabkan atas perbuatannya j —e-===--==sss--———essosssoosos
----- Menimbang, terdalkwa-terdalwa adalah subyek hulkum yang
menurut pengetahuan Majelis Halim dipersidangan mereka -
gsehat rochaninya dan dapat dengan lancar menjawadb segala --
pertanyaan yang diajulkan oleh Majelis Halkim, Penuntut Umum

ataupun Penasehat Hulkum merelam, sehingga mereka dapat -

dmebut ssedvessen
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disebut subyel hultum yang mampu ber. : n?;‘g&h%{j;uq b dan dapat
dipertanggung Jawablan atas perbuatan m:amzl;;i;c;. | mm——————— -
------ Menimbang, dengan démlllan terbulttilah adanya unsur
barangsiapa pada perbuatan terdalwa | =======----—=====-==<
2. Dengan direncanalan t_erlebih dahuly §| ===——=——==————————
----- Menimbang, dari keterangan terdalwa, salsi-galsi soer-

ta alat bultti yong ada dipersidangan ternyata tidak terbultti
kalau para terdalwa pada waktu gebelumnya telah berpikir -
dan merencanalan untulk menghilangkan nyawa dari korban —
P.Arba'i, sehingga tenurut Majelis Halim tidal terbulti --
adanya unsur direncanalkan terlebih dahulu pada perbuatan -
merela -——--—-‘--—---—------—--—-------—--—--——; ——————————
----- Menimbang, karena salah satu unsur dari pdasal 340 ~--
KUHP yang didalwakan dalam dalkwaan kesatu primer tidalk ter-
bulcti, malka para terdalwa harus dibebaskan dari dalwaan --
kesatu primer tersebut ; --=----=---cs=s-ssssssosssssmEoooes
----- Menimbang, untule selanjutnya akan dibuktilan apalah -
para terdalwa melakukan tindalk pldana sebagaimana tersebut

dalam dalwaan lesatu subsidair pasal 338 yo pasal 55 (1) =
KUHP mala akan dipertimbangkan sebagail bendltnt 1 w—c—e-m=—=

----- Menimbang, untulk dapat dipidana atas dasar pagal 338 =

fUHP harue dipenuhi unsur-unsur i === --=---sSSSos=smETTETS

e il SRR AT [ ~-SRRsmeEE e S R e R e
2. Dengan sengaja § ------< e m e mm—— e s —— e —— e ——smo oo
3, Menghilangkan nyawa § =-=<--=sswos-ossesssssommooooTTTTo
----- Menimbang, untule itu akan dipertimbangkan sebagali --
NP o e = — = e e B e e e e S S SRS T SR
1. Uhgur Barong siafh § = s--—ccTtrevsssmessssmasiRSaesmSses
----- Menimbang, yang dimalksud barangsiapa adalah subyel -

hultum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung-

ngablcan..........
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disebut subyelt hulkum yang mcnﬁpu bertangzung Jjawab dan damt
divertanggung jawablan atas perbuatan mereka ;| —===-=--==-=<
----- Menimbang, dengan demlkian terbuktilah adanya unsur -
barangsiapa vada perbuatan terdaltwa § ==-=-v=sc=—sm=n—=s===e

2. Denzan_direncanakan tarleblh dahuly § e=ssssceac~momnsacs

----- Menimbang, darl keterangan terdakwa, sakel-salksi serta
alat bukkti yang ada dipersidangan ternyata tidal terbultl -
kalau para terdalowa pada walktu gebelumnnya telah berpikir =
dan merencanalan untul menghilanglkan nyawa dari ltorban -
P.Arba'i, sehingga menurut Majelis Hakim tldalk terbulttl ~==
adanya unsur direncanakan terlebih dahulu pada perbuatan -
BOIBIE | s m it mims s S ot e e
----- Menimbang, karena salah satnu unsur darli pasal 340 ==
KUEP yang didalwalian dalam dalowaan kesatu primer tidak ter=-
bulstl, mala para terdakwa harus dibebaskan daril dalwaan --
kesatu primer tersebut ; ---==------sssssssssssssssmooEEETIE
----- Menimbang, untulk selanjutnya alkan dibuktikan apalah -
para terdalwa melalukan tindak pidana sebagaimano tarsebut

dalam dalwoan kesatu subsidair posal 338 KUHP yo pagal 55 -

(1) KUHP malka alon dipertimbanglian sabagai berikut : ----==
----- Menimbang, untuk dapat dipidana atag dasar pasal ===
338 KUEP harus dipenuhi unsur-unsur § --=----STTSTToTTTTOOS
1. BAMGHgERA 0 | ~ees—eemsscamseamssmSssmsaST .
5 Dangin Aengadal § wmoe SsisStocusemmcsmRSRSSESTEE R
3, Menghilanglkan nyawa j ==-==sc-=ssssoooosmomsmmTImmEmmEETs
----- Menimbang, untuk itu akan dipertimbangkan sebagal ==
T e T sy - i
3, Dhgne Fardngelapn § =aeso<-—sswhammestnass ttoammmmnmmn
----- Mengenal unsur ini tidalk alan dipertimbanglkan lagl -~

karena diatas telah dipeptimbangkan dan terbdulkti adanya --

unﬂur RN
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unsur barangsiapa pada perbuatan para terdalWa § ==-eee=-ee
2. Dengan sengaja menghilanglhan nyawa ! -=eecceccccceccaea-
----- Menimbang, dari keterangan saksi Seneti ( istri kor -

ban ) yang melihat sendiri ltedatangan para terdakwa lkerumah
nya dengan tujuan minta syarat untult dagang tembalkau, dan -
gawalttu salel lkedapur dan mendengar seperti barang pecah -
mal ia ltemball keruvang tamu dan melihat suaminya sudah ter
telungltup kepalanya berlumuran darah, dan yang ada ditemmt
tersebut adalah para terdalwa dimana salssl diancam dengan =
clurit oleh terdakwa III ( Salim alias P.Us ), maka ketera=-
ngan salsl ini dapat dipolkail sebagai alat bukti petunjult --
lkalauw para terdalwa telah membunuh korban Arba'i § -------=
----- Menimbang, meslipun para terdakwa mencabut keterangan
nya dimulka penyidilk atau yang tersebut dalam Berita Acara -
Penyidile, tetapi keterangan terdalwa-terdalwa dimulka Penyi-
dilk tersebut dapat disebut keterangan diluar sidang dan --
dapat dipakai sebagal alat bulktl petunjuk karena : --------
1. Pada hakekatnya para terdalkwa tidalk dllarang untult menca
but keterangan merela yang tersebut dalam Berita Acara -
Penyidilk, asallkan atas dasar alasan yang logis ( Putusan
Maohkamah Agung R.I, tanggal 23 Pebruari 1960 No.”99 K/ -
KR/1960, putusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 25 Juni 1961
No.6 K/KR/1961, dan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal -
27 September 1961 No.5 K/KR/1961) tetapi pada kenyataan-
nya para terdaltwa tidalt dapat membulkktilkan bailk dengan -
salkksl a decharge atau alat bulkti lain adanya hal yang --
dapat menjadi dasar/alasan pencabutan keterangannya -
gimiica panFldilk CErselil | ~weffbmvsccyitucm e ueiicsanns
2. Bahwa, sesual makna dari pasal 189/2 KUHAP keterangan -
terdaltwa diluar sidang, dapat dipkai sebagai alat bulkti

vatundult cas s e
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petunjult asallan didulung alat bulti yang sah,’j dimana -
dalam hal ini keterangan terdalkwa diluqf'siciqﬁélyang ter
sebut dalam Berita Acara Penyidilk telah._}l.laultung oleh =
keterangan salsi Seneti, Iriyanto dan Agus Wijayu,sehingga
dapat dipalai sebagal alat bultti petunjult ; =—--cecoeee-
3+ Berita Acara Penyidilk yang berisi keterangan para terdal
wa meskipun disangkal kebenaran isinya, tetapi kenyataan
nya Penasehat Hultum para terdalwa E.A.Zaenal Marzulki,SH,
ilkut menanda tangani Berita Acara tersebut yang berarti
Penasehat Hulkum para terdakwa tersebut tidalt teberatan -
altan isinya dan isi Berita Acara tersebut didulktung kebe =
narannya oleh saksi Polisi ( Iriyanto dan Agus Wijaya );
4. Berlta Acara Rekonstruksi meslddpun disanglal kebenaran -
nya oleh para terdalwa, dan menurut Penaschat Hulcum para
terdalwa dianggap tidalk sah karena tidak diadakan ditem-
pat lkejadian, tetapliltenyataannya Penasehat Hultum para -
terdalwa ( E.A.Zaenal Marzuki,SH.) ikut menanda tangani
Berital Acara Relkonstruksi tersebut sehingga herarti ---
Penasehat Hultum para terdalwa tidal lkeberatan alan hagil
reltonstrultsl tersebut, malka Berita Acara Rekonstrulsi -
tersebut mendultung Berita Acara Penyidilk yang berisi --
keteranganpara terdalwa | ==—===---—m- e
----- Menimbang, dari bukti Visum Et Repertum dari Puskesmas
Kemuningsari,lkecamatan Jenggawah tartanggal 29 September -
1998 dihubunglan dengan keterangan salsl Senetl mala dipero
leh alat bulkti petunjuk kalau korban weninggal dunia sebagai
akibat perbuatan para terdalwa ; —————=--cmmmmmeee
----- Menimbang, balwa darl keterangan salisl Seger ternyata
terdrlwa I dan terdalwa II mengalul telah membunuh lkorban -

Arba'i yang dialtuil oleh terdalwa I sewaltu salsi Se ger -

datﬂng Dllll..l-lIOU
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bila keterangan salwsl Seger dihubunglan dengan keterangan -

saltsl Senetl malm diperoleh alat bukti petunjulk ; ~=----vcee-

]
----- Henimbang, dorl alat bukti petunjulz-petunjulk tersebut
diatas, maka terbukti adanya unsur dengan sengaja menghilang

kan n VAW ] e e e s e m e s e e e e e e e e e e e

----- Menimbang, dengan deunikian terdaltwa terbukti déngan

sah dan meyalinkan melalukan tiadak pidana sebagaimana ter -
sebut dalam pasal 338 KUHP ; —==e-=s-m=cceeoeoma- SR

----- Menimbang, darli alat-nlat bukti tersebut diatas,teru

tama dari apa yang diteranglian oleh salisi Seneti tarnyata

setalah terdalwa I,II dan III masult‘kedalam rumah, dan Senati
kebelaltang maka’ tldal lama %kemudian mendengar seperti barang
Jatuh dan terlihat lkorban sudah tertelungltup berlumuran darah
maka Jelaslah kalau para terdalwa terbulkkti melalkukan tindalc-
pidana sebagaimana dimalssud dalam pasal 55 (1) KUHP ; ------
----- Menimbang, dengan demikian para terdalwa terbukti ---
dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindale pidana -
sebagaimana tersedbut dalam pasal 338 KUHP yo pasal 55 (1) -~
A LGy o S NS SRR PR e e A S N S 3 o
----- Menimbang, sekarang magsih harus dibuktilkzan amlah ter-
daltwa melakulman tindale pidana sebagalmana tersehut dalam --
dalwaan kedua vaitu tindalk vidana sebagalmona tersebuit dolam
pagal 2 (1) Undang-Undang Darurat NHo.l2 tahun 1951 ; ====-=-
----- Menimbang, mengenal hal inl ternyata saksi Seneti  --
(isteri korban) yang melihat tervdaltwa ITI mewmbawa clurit --
untule mengancam dirinya j ~~=~~cmcmcccmccccceccccm e
----- Menimbang, darl Berita Acara Penyidik, wala diperoleh

alat bulkktl petunjuls ltnlau terdalwa I dan II mem'bawa pentungan

b‘aEi (AN
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besi ;

----- Menimbang, bahwa pentungan besi tidal termasuk"%enjata
yang dimalssud dalam pasal 2 (1) Undang-Undang 'Dax;ux;at No.l12
tahun 1951 malta dengan demllklan terdalwa I danrterdalkwa II -
harus dibebaslian dari dalwaan keduwa tersebut, sedanghkan ter-
daltwa IITI terbulttl dengan sah dan meyakinlaan bersalah melalwu
ltan tindalk pidana sebagaimana tersebut dalam daltwaan lkedua -
LEPEEDUL | ~sssscscise— o st Lo ens m S s el e oS ss k s e
----- Menimbang, karena terdalwa I,II dan III terbuktl bersa

lah melaltultan tindalt pidana sebagaimana tersebut dalam dal

waan lkesatu subsidair, dan bagi terdalwa III juga terbulctl

melalcuitan tindak pidana sebagalmana tersebut dalam dalwaan

lkedua malta para terdaltwa harus dijatuhl pidana § ---=---=ee-
----- Menimbang, sebelum menjatuhlkan pidana perlu dipertim -
bangkan Pleidooi dari para Penasehat Hultum dari para terdalk-
vl yoituigekiigal DAL 1 =5eSSSeSnSimm st g o o i g o e e
1. Bahwa, scetelah ditellti oleh Majelis Falkim malka ternyata
gejak awal yaitu sewalttu dibuat Berita Acara Pemerilwsaan-
maupun rekonstrulksi para terdalwa didampingl Penasehat -=
Hulcum yaitu Zaenal Marzuki,SH, darl Ikadin, dimana terbuk
t1 soudaro Zaeral Marzuli,SH, telah menarnda tangani Beri-
ta Acara Pemeriksaan terdalkwa dan Rekonstrultsi sehingga -
vntuls hal ini Majelis Hakim tidalk perlu mempertimbanglkan
Sobih Banjut § —esomemmemaiamse oo oo o o S S i S——— =
2. Bahwa, adanya perbedaan mengenail tempat penanghayon dan
tuduhan pewbunuhan antara keteranjon saksi Irianto dengan
Berita Acara Penahanan, menurut Majelis Hakim seharusnya
para Penasehat Hultum terdakwa menggunalkan uyaya hulkum -
yang ditentulktan dalam KUHAP yaitu dalam pasal 77 KUHAP -
yo pasal 124 KUHAP dan tidalk pada tempatnya ltalau Jdisam-

PAIIEN v aws .
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pailkan dalam Pleidoolnya tersebut ;

R, e o ":?‘
Bahwa, apakah tindalk pidana yang dilnkuﬁﬁnﬁ&gtddk”a-ter-

daltwa merupalkan Concorsus Realls ataultah bukan, menurut
Majelie Halddm yang jadi dasar pewerilisaan dimule persida
ngan adalah surot dakwaan Jaksa Penuntut Umuwm. Sedang --
surat dalkwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdalwa-ter
dalwa telah culmup jelas, dun telah memenuhi ketentuvan --
vang distur dalam pisal 143 (2) KUHAP § --======w==- ol o
Bahwa, dewilian pula mengenai penyitacn yang dilakultan -
ponyiddilt, menurut Majelis Ialtim dalam keadaan mendesal -
yenyidils wa jib melaporian tindaken penyltaan kepada Ketua
Penradilon Negeri sguna umendapat persetujuan. (Yahya Harahap
dalam " Pembahusan Permasalahan dan Penerapan KUMAP). -
Dan untulk ind telah dilokulkzn Penyidilt mda bulan Olto -
ber 1908 § memmmmemm e e e e e —
Buhwa herltaz zcara yang diladmkan oleh Penyidilk menurut
Mz jelis Halidm 2dalah sah karena telah sesual dengan pasal
127 KUHAP ; =——mmm===m——- e —————— e e e
Hamun apabila terdolwa atsu Penagebat Pulum bermalsud | -
altan menghadirlkan saksi yang menpguntunglan bagl terdalwa
masih dimunglinkan semnjang putusan dalam perkaranya =
bapdeaicig masih Yelam dijatuhkan | —==ss-=es=ssen——ces=me
Karenanya dengan tidak adanya saksl yang menguntunglkan -
bagl terdalwa tidal berarti bahwa Gerita Acara Penyidikan
vatal demi hulkum, 3lkan tetapi semata-mata hal tergebut -
karepna terdalwa tidak menggunaltan haknya § =—===-==-=---=--
Bahwa Pleidooi Penasehat Hukum terdakwa yang wenyebutlkan
tidal acda saksil seorangpun yaneg melibat terdakwa -terdalwa
melaloulean pembunuhan sehingga paro terdalkwa harus dibe =-

baslean tidale perlu dipertimbongkan lebih lanjut karena -

diotas sasssssssss


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-2]1 =

diatas sudah dipertimbanglkan ; =====c=ceccm—ccee———occoa-
7. Bahwa andaikata benar pada terdalwa-terdalwa tersebut -
memberl lketerangan dibawah telanan physik sebagaimana -
dalam Pleidooinya para Penasehat Hultum dari para terdalkwa
tetapl ternyata ada keterangan saksl Seneti yang menurut
penilaian Majelis Halkim keterangannya dapat dipercaya =
dan tidalt munglkin mereka yasa keterangannya, agar supaya
terdalowa-terdaltwa tersebut dijatuhi Pidana § --=-=---e===-
——-- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas
mala Majelis Halim tidak sependapat dengan Pleidool Penase-
hat Hultum terdaltya | =~==e=me——ecce—mem s m e e e cc e ce e ————— = — -
----- Manimbang, babwa demilkian pula Majelis Hakim tidalkk -
sei)endap:at dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyata
lkan terdalwa-terdalwa terbukti bersalah melakulan tindak -
pidana cebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subtgidair dan Kedua
Karena berdasarkan pertimbangan diatas terdalkwa I dan ter -
dalewa IT tidale terbulsti melaltukan tindalk pidana dalam dalk -
waan Kedua | =-—=—=----cemmec—mccscamsssos—ss————s—ss oo
----- Menimbang, dari hal-hal tersebut diatas malza terdalwa
I, II dan III terbukti dengan sah dan meyalinkan bersalah -
melaltultan tindalk pidana sebagaimana tersebut dalam dalwaan
kesatu subsidair dan bagi terdalwa III terbukti dengan sah
dan meyaltinkan bersalah melalkukan tindal pidana sebagaimana
teraebut dalam dalwaan kedua § =——====——-----=smss===sesssss
----- Menimbang, karena para terdakwa telah terbukkti bersa-
1ah maka merela harus dijatuhi pidana dengan wengingat : --

Hal-hal vang nonberatlan ! =se—c-resssoshmalencansnamEas s

- Perbuatan terdalwa-terdaltwa bertentangan dengan Perilema-
nusiaan | —==em—mmsm-o-ssessmoo——-— o e i S e e

- Para terdaltwa munglkir bersalah atas segala perbuatannya ;
Hal-ho3aseeeoreves
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Hul-hal yeng meringankan ! =eeecececcecece- h’:‘.-.:a;'”.':.,.'.'-';’_;.‘_
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- Para terdaliwa bersikap sopen diperaidang\;ﬁ:“m
- Para terdalwa tidale pernahdijatuhl pidana | -=-=--e--=--
- Para terdakwa memnunyai tanggungan anak dan istri ; -----
- Kondisi kesehatan para terdalwa ménurut pengetahuan Ma je~-
1is dipersidangan sangat tidak memunglkinkan apbdbila dija-
tuhi pidana terlalu lama terutama terdalwa III ( Salim -
alius P.Us ) sudah tidalt mampu berjalan ; ---------------
----- Menimbang, oleh sebad itu para terdakwa harus dijatuhi
pidana sebagaimana tersebut dalam dilktum putusan ini ; ----
----- Menimbang, mesltipun Penasehat Hulkum para terdalwa ber
pendanat surat tahanan dari terdalkwa I dan terdakwa II ===
tidalk sah karena terdakwa I dan II ditahan atas dasar peris
tiwa pildana yang disidanglkan dalam perkara lain, tetepi --
Majelis Holkim memandang patut dan adil sesual dengan moral
justice maka walttu selama terdalwa dalam tahanan sebelum -
putusan ini mempunyai keltuatan tetap harus dikuranglan sepe
nuhnya dari lamanya pidana tersebut karema ! ------==-==---
1. Bahwa secara kenyataan terdalkwa berada dalam tahanan ==
gedalk tangmil 29 Saptambay 1998 ) seecsmemerc——aws=msom
5, Bahwa dalam surat dakwaan pada perkara lain ( No.10/Pid.
B/1999/PN.Jr ) disebutkan terdalwwa-terdalwa tersebut -
tidal ditahan dalam perkara tersebut ( No.l10/Pid.B/1999/
PN.Jr ), tetapi ditahan dalam pérkara lain § --=-=—cc==-
3, Bohwa, dalam perkara lain tersebut ( No.10/Pid .B/1999/ -
PN.Jr.) para terdalwa dibebaskan, sehingga masa pidana -
nya tildal dikurangl dengan masa tahanan yang dijalanl -
olah mara terdalkwa | ===cecsscsccsccccccccssccocnanmmmnTe
~a=-= Menimbang, cultup alasan agar para terdalwa tetap -

B e ere v IS T P e P s it e
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Menimbang, wengenai barang bukti akan dipertimbanglan
vy

sebagal berlikut @ --e--o-imm e
----- Bahwa, barang bulkktl sebuah c¢lurit dan 2 buah pentu -
ngan besl harus dirompas untulk dimus na hlan j mmmmme————————a
----- Bahwa, barang bukti uang Rp.750.000,- ternyata tidale

disita secara sah dari Tohari (terdakwa II) karena tidak -
ada Berita Acara Penyitaan atas uvang tersebut, sedanglkan -
dalam surat perwintaan ijin penyitaan barang buktil dari ~-
Penyidilk (Lettu Winarto) kepada Kaetua Pengadilan Negeri Jem
ber ditambah dengan tulisan tanggnnyangltidaltsdisahkancodleh
penylddic tersebiul | —rmr—mmem—cc—mewmms—Sneesscsssmos b e amns
----- Bahwa, tidal seorang salsipun yang tahu kalau sewaltu
perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Tohari, Tohari =

telah menerima atau mendapat uvang sebagail imbalannya

; -————
----- Bahwa, dengan demilcian uang sebesar Rp.750.000,& ter-
sebut haruslah dikembalilkan kepada Tohari (terdalwa II) --

lkarena. menurut keterangan Toharl uvang tersebut adalah milik

----- Menilmbang, hkarena para terdalwa bersalah mala mereka

masing-masing harus dibebani membayar biaya dalam perkara -

----- Mengingat akan pasal-pasal yang bersanglkutan antara -
lain pasal-pasal dalam KUHAP dan wasal 338 KUHP yo pagal -
55 (1) KUHP dan pasal 2 (1) Undang-Undang Dorurat No.12 --
a1 B e o R e e e e e T
- e e emennmet M BH G A D I L I B sSSESsssastye———

1. Menyatalan para terdalwa yaitu : -- -=-=-------==-==----
- Terdakwa I : Iksan aliag P.S1iti Alsah | -----—-=====--
= Tardalya 1T: Tolarl § =s-rrsssu—esc=smaa==coSosassm—=—
- Terdakwa III-: Salim alias P.Us § =---v-erm=mo—so—c——m=
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3.

tidak terbukti dengin sah dan meyalkinkan berse bil

e st

lkan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan lesa

tu Primer §j ——=——mmm—mm e e e m— -

Membebaslan para terdalwa tersebut dari dalwaan kesatu -

Primer } =-====m-=-m e —memmeemm e cmeesmse———e————————
Menyatalan para terdalwa, yaltu : ====---=-cco-om——oee---
- Terdakwa I : Iksan alias P.Siti Aisah ;| ===-==------
- Terdalwa II : Toharl j -~=-===e-=m==—-—c-cs-—o-—o-—-==
- Tapdalwa III 4P Balty @lios Pilla | wew=semossescsssmses

torbulttli dengan sah dan meyakinlkan bersalah welalkulkan --
tindalt pidana yang tersebut dalam dalowaan ltesatu subsidair
yaitu : Pembunuhan yang dilakukkan secara bersama-sama j =
Menyatalan terdalkwa I ( Iksan alias Palc Sitl Aisah ) dan
terdaltwa II ( Tohari ) tidalk terbultl dengan sah dan =---
meyalinlan bersalah melakulan tindak pidana yang tersebut
dadam dalwaan hkedun § ——==s-ssmesscs—ssstecsooo——merssSes
Membebaslkan terdalwa I dan terdalkwa II tersebut dari dalk-
waan kedua tersabiut’ ; s--csSssbocccsssossgemmansseosneees
Menyatalan terdakwa III ( Salim alias P.Us ) terbultti --
dengan sah dan meyalkinkan bersalah melalulkan tindalk pidana
yang tersebut dalam dakwaan kedua yaitu memililkl dan wmem-
bawa senjata tajam tanpa 1jin yang sah dan yang berwenang;
Menjatuhlan pidana kepada terdalwa I ( Iksan alias P.Sitl
Adsah ), terdalwa II ( Tohari ) dan terdakwa III ( Salim-
alias P.Us ) dengan pidana penjara masing-maging selama

2 Wtign) TohuR § mesm-semssaEsacceeadttConm R s
Menetaplan bahwa waltu selama terdalwa berada dalam taha-
nan sebelum putusan ini mempunyai lkelkuatan hultum tetap -
altan dilkuranglan sepenuhnya dari lamanya pldana tersebut;
Menetaplkan agar para terdalwa tetap ditahan § ~-rmm-mses

10 Menetapltan.s s s
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10. Menetaplkan barang bukti : Clurit dan Fenéﬁﬁé@ﬂ&ﬂﬁrampus -
untulk dimusnahkan sedangkan uang Rp.750.000,- dikembali -
lkan kepada terdalkwa II ( Tohard ) |, = veseccccmccooncoaan

11, Membebankan blaya dalam perkara ini kepada para terdalwa
masing-masing Rp.500,- ( Lima ratus rupiah ) | ~-=c-cenea

----- Dewikian setelah Majelis Hakiw berwvsyawarah, mala pada
hari ini SENIN, tanggal 14 JUNI 1999, putusan tersedbut dija -

tuhlzan oleh lami : Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO,SH, Haltim Ketua

Sidang, dengan dldamplngi ARIF SUPRATMAN,SH, dan YAHYA -——

SYAM,SH, scbagal Halkim-Hakim Anggots, dan putusan tersebut =
diucaplkan dimula uwun oleh kaml : Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO,SH

Haltim Ketuz Sidang, dengan didampingi cleh ARIF SUPRATMAN,SH,

dan YAHYA 3Y&M,55H, sebagal Halkim-Halcim Angzgota, ARSONO,SH, =

Panitera penggantl dan dihadiri oleh MOH.WUSNI NITISASMITA,SH,

Penuntut Umum, para terdultwa dan Penasehat Hultum para terdalwa.

HAXIM ANGGOTA, HAXTY, XETUA SIDANG,
1-. .
et ERA

ARILF SUPRATMAN,SH.- Rr.SRI HERTATI SOEMANTORO, SH.-

5 ff'éf'

YAHYA SYAM,SH.,.-

PANITERA PENCGANTT,

v x

ARSONO,SHE,-

DICATAT DISINI :

Bahwa pada haril ini : R A B U, tanggal 16 JUNI 1999, -
putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 14 Juni 1999 Nomor:
09/P1id .B/1999/PN.Jr, belum mempunyai leluatan hultum tetap =
karena Penasehat Hultum terdalwa telah mengajukan permohdnan
banding dalam tenggang walttu sebagaimana yang ditetapkan oleh
Undang-Undang.

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI JEMBER

LA -

HARTATI,SH,-

NIP. OL0058I% .~
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verasaeveniaspaes

L 26 -

Pada hari ini : KAMIS, tanggal 8 JULI 1999, Salinan =
pertama putusan ini dIbuat ddn diberIkan atas permintaan -
Penasehat Hultum para terdalwa  MOCH.NURULLAH,SH.).

Biaya-blayanya

e Up.’,lh BULdE - s wnwn s sismame RP. 605001-
2. Metel‘ai putusan " e e " L] 2.000,"
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